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A. La tar Belakaog 

BABI 

PENDAHULUAN 

Sistem pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia memberikan 

kewenangan pemeriksaan administrasi perpajakan untuk menerbitkan 

ketetapan atau perhitungan pajak yang berbeda dengan yang dilaporkan oleh 

Wajib Pajak. Namun penerbitan ketetapan ataupun tagihan pajak terutang 

yang dilakukan apabila tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan 

tentunya akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak dan 

dapat mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapat antara administrasi 

perpajakan dengan Wajib Pajak yang disebut sebagai sengketa pajak. 

Penyelesaian sengketa pajak semula dilakukan secara administrastif 

oleh institusi administrasi perpajakan dibawah pembinaan Departemen 

Keuangan. Oleh karena itu, putusan yang dihasilka·n cenderung mempunyai 

unsur ketidakpastian hukum yang dapat men.imbulkan ketidakadilan bagi 

masyarakat. Banyaknya sengketa yang harus diselesaikan dan disisi lain 

tuntutan masyarakat terhadap kepastian hokum atas sengketa yang mereka 

ajukan menyebabkan terjadinya perubahan dalam sistem penyelesaian 

sengketa pajak. Yang terakhir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, penyelesaiannya dilakukan oleh 

Pengadilan Pajak. 

Namun demikian, Pemerintah sadar bahwa pajak adalah sumber 

penerimaan negara yang sampai saat ini masih merupakan komponen terbesar 

dari penerimaan Negara untuk pembangunan dan operasional Pemerintah. 

Peranan penerimaan pajak semakin dominan bagi pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah. Itu sebabnya maka proses penyelesaian sengketa harus 

dilakukan secara cepat dengan pembatasan waktu penyelesaian serta. mudah 

dan murah. Proses penyelesaian sengketa bagi Pemohon Banding atau 

Penggugat dapat menghadiri sidang atas kehendak sendiri atau apabila 

dipanggil oleh Hakim atas dasar alasan yang cukup kuat danjelas. 

I 
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Sebelum membicarakan sejarah perpajakan d! Jndonesia ada baiknya 

dibicarakan tcrlebih dulu pengertian dan Peradilan Pajak. Peradilan Pajak 

adalah peradilan yang terkait dengan masalah administrasi pajak yang 

mempunyai tugas menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbui 

karena adanya perbedaan pendapat antara Pemerintah (bisa Direktorat 

Jenderal Pajak/Direktorat Jenderal Bea dan CukaifPemerintah Daerah) di satu 

pihak dengan Wajib Pajak di lain pihak mengenai besarnya pajak yang 

ditetapkan. Atau belch dikatakan sebagai penengah dalam penyelesaian 

masalah ini. 

lstitah Peradllan haruslah dibedakan dengan istilab pengadilan. 

Pengadllan {dalam bahasa lnggris: judiciary, bahasa Beland a: rechtspraak) 

dalam hal ini adalah terkait dengan fungsi atau tugasnya. Sedangkan istilah 

Pengadilan (bahas.a lnggrls: court, bahasa Belanda: rechtsbank) adalah terkait 

dengan lernbaga atau badan penyelenggaranya yaitu harlan yang 

melaksanakan fungsi peradilan pajak. 

Pada masa sebelum kemerd.ekaan atau masa penjajahan sebenarnya ini 

sudah dikenal adanya peradilan pajak. Peradilan dapat dibedakan atas 2 (dua) 

tingkatan yaitu tingkat pertama dan tingkat kedua. Peradilan pada ttngkat 

pert.ama tidak dapat dikatakan sehagai peradilan dalam anti yang sebenamya 

atau peradilan murni. Hat ini disebabkan instansi yang melaksanakan fimgsi 

peradilan adalah sama dengan yang meJakukan penetapan pajak. Lebih~lebih 

lagi yang diberi wewenang: untuk mengambit keputusan atas kebenaran yang 

merupakan upaya dan sarana untuk mencari keadilan bagi Wajib Pajak yang 

waldu itu dik:enaJ dengan doleansi adalah Menteri Keuangan (Minister van 

Financial) yang kemudian didetegasikan kepada Directeur van Financien 

(setingkat Direktur Jenderal Pajak sekarang) dan kemudian kepada lnspecJeur 

van Financien (Kepala Inspeksi Keuangan). Dengan kondisi seperti ini tentu 

saja Wajib Pajak bemda di pihak yang lemah dan sulit untuk mendapatkan 

keadiian yang sebenamya. Pada waktu itu ketentuan yang mengarur mengenal 

hal ini adalah Ordolll!llSi atau Peraturan atau Undang-undang Pajak yang 

bersangkutan, misalnya keberatan untuk Pajak Perseroan (PPs) 1925 atau 

Vermootschap Belasting diatur dalam Ordonansi PPs 1925. Demikian pula 
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untuk Pajak Pendapatan (ln!romsten Belasting) dialur dalam Ordonans1 Pajak 

Pendapalan 19441 

Kemudian, apabila Wajib Pajak masih merasa kebenaran dan tldak 

dapat rnenerima keputusan tersebut rnaka Wajib Pajak masih diberi 

kesempatan untuk melakukan upaya lanjutan yaitu dengan mengajukan 

permohonan banding. Akan tetapi, karena pada waktu itu belurn ada badan 

peradilan pajak maka perrnohonan banding diajukan kepada Gubemur 

Jenderal Hindia Beianda, Oteh karena makin bertambahnya permohonan 

banding sehingga pemerintah waktu itu berkeing!nan untuk rnendirikan bad an 

khusus yang mengurusi dan menyelesaikan permohonan banding ini. Dan 

keinginan ini dapat dipenuhi dengan ditetapkannya Staatsblad talmn 1915 No. 

707 tanggal II Desember 1915 yaitu Ordonnantie Tot Regeling van Het 

Beroep in Belastirrgzaken (Peraturan Banding Pajak:). Namun badan ini masiil 

berada dibawah Gubemur Jenderal. Sedangkan yang menjadi ketua badan ml 

adalah Menteri Keuangan yang ditunjuk karena jabatannya (ex officio 

Anggotanya terdiri dan calon-calon yang diusulkan o!eh Mahkamah Agung 

dan Kamar Dagang dan lndustri. 

Dalam perkembangannya, guna memenuhi kcinginan masyarakat 

Wajib Pajak maka keputusan atas keberatan yang semula mcnjadi wewenang 

Menteri Keuangan diserahkan kepada Kepala fnspeks1 Keuangan yang 

kedudukannya dibawah Menteri Keuangan. Disamping itu kemudian diangkat 

pula Ketua Pengganti yang adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung. Dalam 

prakteknya yang memllnpin sidang-sidang adalah Ketua Pengganti ini. 

Perkembangan penting selanjutnya adatah pada tahun 1927 denga:n 

diundangkannya Staatsblad tahun 1927 No.29 yaitu tot regeling Van het 

beroep in btlastingzahm atau Majelis Banding (urusan) Pajak yang 

menggantikan Stb.1915 No.707. Hal penting yang diatur dalam peraturan baro 

tersebut adalah mengenal jabatan Ketua Maje1is Banding Pajak. Sesuai 

ketentuan Pasal 2 Ordonansi tersebut yang menjadi Ketua Majeiis adalah 

Wakil Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda (H()()ggeerechtshoj). 

1 K. Subroto, Dr. Djezoeti Sadhani, Syabriful Anv.·ar, Mencari Keadilan Di Pengadila:n Pajak 
2008, Jalwta: PT Gcmilang Gagasindo Handal. HaL 5. 
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Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut maka kedudukan badan 

peradilan p.ajak semakin jelas sebagai peradilan yang tida.k Jagi dipengaruhi 

oleh kekuasaan eksekutif. Sehingga dapat dikatakan sebagai cikal bakal 

peradilan pajak yang mandiri seperti sekarang ini. 

Pada awafnya Majetis Banding Pajak hanya diberi kewenangan 

memeriksa dan memutus perkara pajak-pajak Negara (Pusar) saja. Namun 

sejak tahun 1930 berdasarkan Stb. tahun t930 No. 244 badan ini juga diberi 

wewenang menyelesaikan pajak-pajak Daerah (misalnva pajak daerah 

kabupaten, propinsi dll). Kedudukan badan ini adalah di lbukota Negara 

waktu itu yakni Batavia. Pad a i:ahun 1936 terjadi perkembangan cukup penting 

yaitu bcrdasarkan Stb. tahun 1936 No. 211 ditetapkan bahwa setiap pengajuan 

Banding dikenakan Bea sebesar f W (sepu!uh guiden) yang apablla 

Bandingnya diterima Bea tersebut akan dikembalikan. 2 

Prok1amasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 

membawa berbagai perubahan yang juga berimbas terhadap keberada.an dan 

tatanan mengenal Peradilan Banding Pajak. Namun satu hal penting yang 

menyangkut lreberadaan peradilan pajak ini adalab masih dipertahankannya 

pcradilan banding tersebut sebagaimana diatur dalam Aturan Pelatihan 

Undang-Undang Oasar 1945. Dalam Pasal 11 Aturan Peralihan dinyatakan 

bahwa segala badan dan peraturan yang ada ma.sih langsung berlaku se!ama 

belurn diadakan yang baru menurut UUD 1945. 

Sebagai antisipasi kemungkinan berlakunya bukum atau aturan yang 

sudah tid.ak sesuai Iagi atau bertentangan dengan UUD 1945, maka 

dik.eluarkan Maklumat Presiden Nomor 2 Tahun 1945 dima.na antara lain 

dinyatakan bahwa hanya hukum yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 

saja yang tetap boieh berlaku. Dalam hubungan ini karena peraturan yang 

mengatur Majelis Banding Pajak (Ordonansi tatum I 927 Nomor 29) diMggap 

tidak bertentangan dengan UUD 1945 malo! dapat tetap berlaku tentunya 

dengan beberapa penyesuaian. Hal mana terjadi dengan dikeJuarkannya 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1959. Materi yang diatur Undang-undang ini 

sebenarnya tidak banyak berpengaruh pada materi yang diatur dalam 

% Ibid. HaL 6, 
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Ordonansi tahun 1927 Nomor 29 tersebut karena hanya mengatur mengenai 

istilah atau sebutan, misalnya sebulan Govemeur de Provincie West Java 

diganti dengan Ketua Mahkamah Agung. Tetapi ada satu hal yang penting dan 

Undang·undang Nomor 5 Tahun 1959 yakni penegasan bahwa Majelis 

Pertimbangan Pajak mempunyai kedudukan sebagai Pengadilan Administratif. 

Karena itu pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua, Ketua Pengganti dan 

Anggota Majelis Pertimbangan Pajak dilakukan oleh Ketua Mahkamah 

Agung. Susunan keanggotaan Majelis terdiri dan unsur yang mewakili 

Mahkamah Agung dan Kamar Dagang dan Industri. 

Sementara ada pendapat yang kurang tepat yaitu penggunaan nama 

Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) sebagai terjemahan dan Raad van Beroep 

voor Belastingzaken. Nama Majelis Pertimbangan Pajak dianggap kurang 

sesuai sebab dapat memberi pengertian yang keliru mengenal fungsi badan 

peradilan banding mi karena timbulnya anggapan bahwa tugasnya hanyalah 

memberi pertimbangan-pertimbangan saja tanpa wewenang untuk memutus 

perkara, sehingga ada yang menganggap bahwa Majelis Pertimbangan Pajak 

bukan merupakan bad an peradilan (pajak) mumi, melainkan hanya merupakan 

instansi yang menangani upaya banding administratif. Namun hingga 

berakhirnya masa tugasnya nama Majelis Pertimbangan Pajak telap 

dipertahankan. 

Perjalanan sejarah Majelis Pertimbangan Pajak juga mengalami pasang 

surut Sejak masa awal kemerdekaan aktivitas Majelis Pertimbangan Pajak 

boleh dikata tidak ada. Keadaan kemudian agak berubah pada waktu 

ditunjuknya Ketua Majelis Pertimbangan Pajak yang barn yakni Wakil Ketua 

Mahkamah Agung yang waktu itu dijabat Mr. Sardjono. Meskipun berjalan 

lam bat tetapi eksistensinya mulai terlihat. 

Selanjutnya kondisi ini juga berubah pada waktu ditunjuknya Ketua 

Majelis Pertimbangan Pajak yang menggantikan jabatan Mr. Sardjono. 

Berbeda dengan penunjukan sebelumnya, penunjukan dan pengangkatan 

Ketua Majelis Pertimbangan Pajak yang baru ini tidak dikaitkan dengan 

jabatan di Mahkamah Agung. Pejabat yang ditunjuk menggantikan Mr. 

Sardjono adalah Soerjono Sastrohadikoesoemo yang sebelumnya pernah 
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menjabat sebagai Kepala Jawatan Pajak (Direktorat Jenderal Pajak), Direktur 

Bank Negara Indonesia dan jabatan lainnya. Di bawah kepemimpinan 

Soerjono yang penunjukannya melalui Kcputusan Presiden. Majelis 

Pertimbangan Pajak mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam 

penyelesaian tunggakan banding yang waktu itu cukup banyak. Pada tahap 

inilah k:elihatan Majelis Pertimbangan Pajak mulai hid up kembalL3 

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) didirikan berdasarkan 

Undang·undang Nomor 17 Tahun I 997. Bad an Penyelcsaian Sengkela Pajak 

dimaksudkan untuk menggantikan tugas-tugas Majelis Pertimhangan Pajak 

(MPP) yang dianggap sudah tidak memadai dan tidak sesuai lagi dengan 

kebutuban dalam menyelesaikan sengketa pajak 5ecara lebih baik yakni 

penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat. murah dan 

sederhana, 

Dalam Pasal 2 ':Jndang..undang Nomor 17 Tahun 1997 tersebut 

ditegaskan mengenai kedudukan BPSP sebagai Badan Peradilan Pajak yang 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah 

terakhir dcngan Undang-undang Nomor 28 Tatum 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajak:an (UU KUP). Di dalam undang-undang 

tersebut dinyatak:an bahwa selama belum dapat dibentl!knya Badan Peradflan 

yang dimaksud oleh Undang-undang ini, maka pelaksanaan tugasnya masih 

dilakukan oleh Majelis: Pertimbangan Pajak. Badan Penyelesaian Sengketa 

Pajak berkedudukao di Ibu knta Negara {Jakarta). Namun apabila dianggap 

perlu dimungkinkan untuk mernbentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 

yang sama tingkatnya di tempat lain. 

Walaupun Badan Penyetesaian Sengketa Pajak dinyatakan sebagai 

badan peradilan pajak tetapi temyata tidak berpuru::ak ke Mahkamah Agung 

sebagaimana seharusnya bagi badan peradHan. Pembinaan organisasi dan 

adrninistrasi Badan Penye!esaian Sengketa Pajak dilakukan oleh Departemen 

Keuangan. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak diberi wewenang untuk 

menyelesaikan 2 ( dua) masalah pokok yaitu : 

) Ibid. 7-8. 
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L Banding tcrhadap keputusan keberatan Pajak, Bea Cukai dan Pajak 

Daerah. 

2. Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan keputusan perp:ajakan 

~ain seJain keputusan atas Surat Ketetapan. 

Susuru.m Badan PenyelesaUm Sengketa Pajak terdirl dan Pimpinan, 

Anggota dan Sekretaris. Sedangkan Pimpinan terdiri seorang Ketua dan satu 

atau lebih Anggota, Susunan keanggotaan BPSP tidak tagi dikaitkan dengan 

Mahkamah Agung ataupun Kamar Dagang dan 1ndustri. Untuk dapat diangkat 

sebagai Anggota seseorang harus memenuhi beberapa persyarata:n antara lain 

berpredikat sarjana hukum atau sarjana lainnya dan mempunyai keahlian di 

bidang pcrpajakan. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota dJangkat oleh Presiden 

Di dalam Undang~Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 

terdapal ketenluan mengenai syarat yang oleh rnasyarakat Wajib Pajak 

dianggap kurang tepal karcna tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan 

memberatkan bagi pemohon banding yaitu ketentuan yang menyatakan bahwa 

banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang yang 

dibanding telah dibnyar lunas. 

Selain itu juga terdapat penegasan mengenai sifat putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Pajak. Penggunaan sebutan "'putusan" bukan 

"keputusan"' adalab untuk menunjukkan babwa produk itu berasal dan badan 

yudikatif bukan dan badan eksekutif. Sedangkan mengenai s.ifat putusannya~ 

merupakan putusan akbir (final) dan bersifat tctap dan bukan meropakan 

keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian tidak dimungkinkan upaya 

bukum 1anjutan t.erhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Lalu 

ditegaskan puta bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dapat 

langsung dilaksanal<on tanpa memerlukan lagl keputusan pejabat )'ling 

berwenang. Selanjutnya dapat dicatat bahwa ketidakjelasan peraturan yang 

mengatur BPSP dalam beberapa bal menyebabkan BPSP dipertentangkan 

dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).' 

Demikianlah meskipun bnnyak kendala dan tantangan yang harus 

dihadapi namun kehadiran Badan Penyelesaian Sengk.eta Pajak telah 

4 Ibid. Hal.ll 
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memberikan era baru yang lebih jelas dan lebih baik dalam dunia peradilan 

pada umumnya dan peradilan pajak pada khususnya. Tugas Badan 

Penyelesaian Sengketa Pajak dinyatakan berakhir pada saat diundangkannya 

Undang~undang Nomor l4 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mulai 

berlaku sejak tanggal diundangkan yakni tanggal t2 April 2002. 

Pengadilan Pajak mulai diberlakukan sejak diundangkannya Undang­

undang Nomor 14 tahun 2002 tenlang PengadHan Pajak, yang dirnaksudkan 

untuk menggantikan dan meneruskan tugas Badan Penyelesaian Sengketa 

Pajak (BPSP). Jadi Pengadilan Pajak adalah kelanjutan dari BPSP. Mengenai 

kedudukan pengadilan ini ditegaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan 

sebuah bad an peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Penegasan 

ini menunjukan kedudukan yang berbeda dengan pendahulunya yakni Majelis 

Pertimbangan Pajak (MPP) dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). 

Pengadilan Pajak berkedudukan di lbu !rota Nogara (Jakarta) nomun 

bUa dianggap perlu sidang pengadilan daptd dilakukan di tempat Lain. 

Susunan Pengadilan Pajak terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota. Sekretaris 

dan Panitera. Pimpinan terdiri dari Ketua dan Para Wakil Ketua. Ketua. Wakil 

Ketua dan Hakim merupakan Pcjabat Negara yang diangkat oleh Presiden. 

Salah satu syarat terpenting untuk menjadi Hakim adalah harus berijazah 

sarjana dan mempunyai lreahlian di bidang perpajakan. Berbeda dengnn MPP 

pada Pengadi1an Pajak juga tidak ada keterkaitan dengan jabatan di 

Mahkamah Agung dan Kamar Dagang dan Industri. 

Dala.m Undang~undang Pengadilan Pajak dikenal adanya Kuasa 

Hukum yaitu pihak yang dapat mendampingi a.tau rnewakili pihak yang 

bersengketa untuk memberikan bantuan hukum dalarn penye1esaian sengketa 

pajak. Mengenai wewenang Pengadilan Pajak ditegaskan bahwa Pengadilan 

Pajak berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak atas keputusan 

kebere.tan dan Gugatan atas pelaksanaan penagiban pajak atau keputusan 

Iainn)'ll. 

Mengenai status putusan dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak 

merupakan putusan akhir dan mempunyai kelruatan hukum tetap. Namun 

demikian, dalam hal tertentu masih dimungkinkan untuk melakukan upaya 
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Peninjauan Kern bali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Lebih lanjut mengenai 

Pengadilan Pajak ini akan diuraikan pad a bah tersendiri. 

Pengadilan ada lab lembaga tern pat pembelaan terhadap yang benar dan 

hukuman bagi yang salah dan dilaksanakan menu rut hukum. Sedangkan Pajak 

dapat diartikan sebagai perikatan antara Negara baik Pemerintah Pusal atau 

Pemerintah Daerah dengan rakyatnya, yang timbul karena undang-undang 

yang mewajibkan warga negara untuk membayar sejumlah uang kepada 

Negara, tanpa mendapatkan sesuatu imbalan yang secara langsung dapat 

ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara (rutin dan 

pembangunan) atau sebagai alat untuk pengatur tujuan yang dikehendaki. 

Pengadilan Pajak sesuai ketentuan Pasal2 Undang-Undang Pengadilan 

Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi 

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan atas terjadinya 

Sengketa Pajak. Dalam penjelasan mengenai Pengadilan Pajak ini antara lain 

dinyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(UUKUP). Selain itu, Pengadilan Pajak adalah juga merupakan Badan 

Peradilan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 

sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 lersebut di 

atas merupakan pengganti dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang 

mengatur hal yang sama tetapi berbeda sistemnya. Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1964 menganut dan mengatur mengenai bentuk dan sifat dan 

kekuasaan kehakiman dengan menentukan hakim sebagai pengayom atau pada 

zamannya pada waktu itu disebut sebagai peradilan terpimpin yang berarti 

tidak ada kebebasan dalam menjalankan fungsinya. 

Sementara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengatur sistem 

peradilan bebas yang berarti dilaksanakannya peradilan bebas yang tidak dapat 

dipengaruhi baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan yang lain. 

Pengadilan Pajak yang juga menggunakan undang-undang ini sebagai salah 
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satu pijakan hukumnya. dengan demikian suatu peradilan yang d.alam 

melaksanakan tugasnya bersifat bebas~ yang berarti tidak bisa dipengaruhi 

Pemerintah. misalnya Oirektorat Jendcral Pajak atau bahkan Menteri 

Keuangan atau Presiden sekalipun. 

Selanjutnya pembentukan Pengadilan Pajak juga menggunakan 

Undang~Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang"Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 

sebagai landasannya seperti disebulkan di atas. Hal ini membawa akibat 

bahwa Pengadilan Pajak dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa lepas dan 

pengawasan Mabkamah Agung. Dalam Pasal 5 ayat (l) Undang-Undang 

Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa pembinaan teknis pera.dilan bagi 

Pengadilan Pajak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Hal int menunjukkan 

bahwa Mahkamah Agung mempunyai ika.ta.n yang erat dengan Pengadilan 

Pajak dan sekaligus juga menunjukkan keberadaan Pengadilan Pajak sebagai 

badan peradilan yang melaksanakan kelruasaan kehakiman bagi Wajib Pajak 

pencari keadilan atas terjadinya sengketa pajak. Meskipun demikian. tidak 

beranti babwa Mahkamah Agung bisa mencampuri pelaksanaan tugas 

Pengadilan Pajak yang bersifat bebas itu. 

Apabila dlkaitkan dengan lingkunga.n peradilan yang ada, Pengadilan 

Pajak merupakan suatu pengkhususan di lingkungan Peradilan Tata Usaha 

Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9A Amandemen Undang~Undang 

Pengadilan Tala Usaba Negam (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004). Oleh 

karena itu untuk maju ke pengadilan pajak hams memerlukan Surat Kuasa 

Khusus yang membedakannya dari surat kuasa yang tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pengaturan 

mengenai Surat Kuasa Khusus terdapat dan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 14 Talrun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 

Kuasa Hukum adalah orang yang dapat mendampingi atau mewakili 

para pihak yang bersengker.a di Pengadilan Pajak. Ketentuan mengenai Kuasa 

Hukum ini diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Pengadilan Pajak yang 

menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak baik 

Universitas Indonesia 

Tinjauan Yuridis..., Susandi, FH UI, 2009



II 

Banding maupun Gugatan dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih 

Kuasa Hukum yang harus ditunjuk dengan Surat Kuasa Khusus. 

Memahami mengenai apa yang dimaksud dengan Kuasa Hukum di 

Pengadilan Pajak, penulis mendapatkan keraguan karena Pasal 34 UU 

Pengadilan Pajak dalam penjelasannya hanya ditulis "cukup jelas". Sementara 

pacta ayat (3) dari pasal tersebut yang merupakan pelaksanaannya dari Pasal 

34 UU Pengadilan Pajak akan diatur lebih dalam Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 6/PMK.OI/2006. Dalam hal ini Kuasa Hukum tersebut 

masih menyisakan berbagai pertanyaan seperti siapa yang berwenang 

ditunjuk menjadi Kuasa Hokum Pemohon Banding/ Penggugat atasTermohon 

Banding/ Tergugat, apa persyaratannya. Apa yang dimaksud dengan Surat 

Kuasa Khusus dan bagaimana dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 

tahun 2008 tentang Advokt. Apakah Advokat juga juga bisa bercara di 

pengadilan Pajak tersebut? Oleh karena itu penuli mengambil masalah ini 

untuk menulis tesis dengan judul : Tinjauan Yuridis Terbadap Kuasa 

Hokum Di Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 

Taboo 2002 Ten tang Pengadilan Pajak 

B. Pokok Permasalaban : 

Berdasarkan uraian Jatar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut : 

I. Bagaimana kedudukan kuasa hukum yang beracara di Pengadilan Pajak? 

2. Bagaimana perbandingan kuasa hukum yang beracara di Pengadilan Pajak 

menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak dengan kuasa hukum yang beracara di Pengadilan Umum menurut 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad? 

C. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 
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sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti 

penelitian dilakukan dengan taat asas 5
• Untuk itu penelitian ini dila.kukan 

berdasarkan tahapan sebagai berikut : 

I, Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakao adalah penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 6, 

2. Tipe penelitian. 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitis dan aiternatif pemecaban masalah. Deskriptif analitif yaitu 

Penelitian yang bertujuan menggambarkan se<:ara jelas, rinci dan 

sisternatis7 mengenai pennasalahan surat kuasa khusus yang saling 

bertentangan antara sural kuasa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2002 tentang Pengadilan Pajak dengan surat kuasa dalam Undang­

Urulang Nomor 18 U!hun 2003 !enlang Advokat. 

3. Data dan sumber data. 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

dengan mengumpulkan bahan-bahan tertuHs yang akan dibahas:, berupa 

peraturan penmdang-undangan yang membahas tentang Surat Kuasa dan 

contoh Surat Kuasa untuk Pengadilan Pajak dan Advokat 

Sumberdata sekunder atau pustaka hukum ini diperoleh dari; 

a. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa 

keputus.an, peraturan, petunjuk pelaksanaan yang mengatur atau terkait 

dengan surat kuasa. 

b. bahan hukum sekunder yaitu baban hukum yang memberikan 

penjelas:an mengenai bahan bukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, 

maka1ah dan artikel Hmiah yang berhubungan dengan penulisan tesis 

inL 

~Sri Mamudji., Metodr: Pemrlitian Dan Perrulisan Hukum, e;:t. l, {Jakarta: Badan Penerbit 
Fulrultas Hukum Indonesia. 2005), hal. 2. 
6 Soe:rjono Soekanto dll!l Sri Mamudji, Penelitian lfukum Normatif, ed. 1-9, (Jakarta 
RajaGrafindo Persada. 2006). haL 12. 
7 Sri Mamudji, et aL, hal. 4. 
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c. bahan hukum tertier berupa kamus hukum.8 

4. Pengumpulan data. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini meoggunakan studi kepustakaan 

yaitu studi yang didapat dari peraturan perundang~undangan serta 

beberapa literatur atau buku~buku dengan cara membaca. mempelajari, 

mengutip data tersebut untuk pembahasan9
, 

.S. Pengolahan data. 

Setelah data terkumpul, kemudian diperiksa kembali untuk menghindari 

kesalahan dan kekurangan. Jika telah sempurna maka data tersebut 

dik!asifikasikan menurut bahasannya. Selanjutnya data disusun sesuai 

dengan kerangka bahasan yang ditentukan, sehingga dapa:t mempermudab 

untuk memperoleb kes:impulan. 

6. Analisis data. 

Data yang terkumpu1 kemudian dianilisis dengan menggunakan metode 

kualitatif yaitu dengan cara menguraikan kedalam bentuk kalimat secara 

sistematis. Melalui metode ini diperoleh yang jelas mengenai masalah 

yang dibahas. 

Sistematika Penulisao 

Sistematika dalam penuiisan tesis ini adalab terdiri atas 3 (tiga) 

bagian atau disebut bab yang berkaitan, untuk meHhat hubungan yangjelas 

antara satu bab dengan bab lalnnya dibuat sisternatika penulisan sebagai 

herikut: 

BABI 

BABII 

PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, pokok permasalahan, metode 

peneJitian. dan sistematika penuUsan. 

Tmjauao Yuridis Terbadap Kuasa Hukum Di 

PMgadilan Pajak Berdasarkao Undang~Uodaog NoiDor 

14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak 

~oerjono Soekanto dM Sri Mrunudji, op. clt., hal. 13. 
9 Sri Mamudji, el a/., op. cil., hal. 30. 
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Bah II merupakan bab pembahasan mengenai Tinjauan 

Yuridis Terhadap Kuasa Hukum Untuk Maju Ke Proses 

Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang:~Undang Nomor 14 

Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang terdiri dari sub 

bab yang berisi tentang Landasan Teori Tentang Pajak, 

Tentang Pengadilan Pajak, Pelaksanaan Peradilan Pajak 

Sebelum Banding Di Pengadilan Pajak,. Pihak Yang Dapat 

Mengajukan Gugatan dan Banding ke Pengadilan Pajak,. 

Peninjauan Kemba!i (PK), dan Pembahasan Pokok 

Pe:rrnasalaban. 

PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan 

yang merupakan jawaban dari pokok pennasalahan yang 

diajukan daiam tesis: ini, dan apabila terdapat fakta baru 

tetapi tidak termasuk: dalam jawaban permasalahan maka 

akan dimasukan k:edalam saran-saran yang mungkin dapat 

bennanfaat bagi perkembangan hukum mengenai Pajak di 

Indonesia. 
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BABII 

Tiojauan Yuridis Terhadap Kuasa Hokum Di Pengadilan Pajak 

Ben:lasarkan Uodang~Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan 

Pajak 

2.1 Landasan Toori Tentaug Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Di berbagai negara maju di dunia pajak telah menjadi sumber penerimaan 

negara yang paling besar. Pajak menjadi tolok ukur sampai sejauh mana suatu 

negara dapat membiayai pengcluaran-pengeluaran negara dengan mandiri. Di 

Indonesia sendiri sejak refonnasi perpajakan digulirkan pada tahun 1983, 

penerimaan pajak telah meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, 

Beberapa ahli dalarn bukunya masing·masing te1ah mendefinisikan pajak, 

diantaranya adalah pengertiannya pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro. SH 

dalarn bukunya ""Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan .. (1990:5): 

"Pajak adafah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang~undang 

( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat dilujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum". 

Dari pengertian tersebut dapatlah disimpulkan hahwa unsur yang melekat 

pada pengertian pajak yaitu : 

1. Pajak dipungut herdasarkan undang~undanh serta aturan pelaksanaannya, 

2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal fni berarti pelanggaran atas aturan perpajakan 

akan berakibat adanya sanksi. 

3. Dalam pembayaran pajak tidnk dapa.t ditunjukan adanya kontraseps.i secara 

langsung oleh pemerintah. 

4, Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Pemunguttln pajak tidak boleh dilakukan pib.ak swasla yang 

orientasinya adalah keuntungan. 

5. Pajak yang diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dtpergunakan untuk 

membiayai public investment. 
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Pajak memiliki dua macam fungsi, yaitu :10 

1. Fungsi penerimaan (Budgetair)i pajak berfungsi sebagai sumber dana yang 

diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluarnn pemerintah baik pengeluaran 

rutin maupun pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak makin meningkat 

dari tahun ke tahun. Sejak tahun anggaran 1992/1993, penerimaan dari sektor 

pajak telah mencapai diatas 50% dari volume penerimaan APEN, sebelumnya 

pad a sektor penerimaan lebih banyak bertumpu pada sektor rnigas. Persentase 

tersebut terns meningkat hingga saat ini yang mencapai 80%. 

2. Fungsi mengatur (Regulerend);: Pajak berfungsi sebagai atat untuk: mengatur 

atau melaksanakan kebijakan di bidang sosiat dan ekonomi. Sebagai contoh 

yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minurnan keras, sehingga 

konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang 

mewah dan rokok. 

Kedua fungsi tersebut merupak.an peran utama pajak. Dalam 

perkembangannya, peran tersebut rnenjadi lebih luas dengan adanya fungsi 

redistribusi dan demokrasi. Fungsi rcdistribusi penghasilan yaitu fungsi yang !ebih 

rnenekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini tertihat 

dari adanya Japisan tarif pengenaan pajak. yaitu tarif yang lebih besar untuk 

tingkat atau fapisan penghasilan yang lebih tinggi. 

Fungsi demok:rasi merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem 

gotong royong termasuk menjadi lebih Iuas dengan adanya fimgsi redistribusi dan 

demok:rasi. Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan unsur 

pemerataan dan keadilan daJam masyarakat. Fungsi teriibat dari adanya lapisan 

tarif pengenaan pajak, yaitu tarif yang Iebih besar untuk tingkat atau lapisan 

penghasilan yang lebih tinggi. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan 

dengan tingk:at pelay.anan pemerintah kepada masyarakat khususnya pembayar 

pajak. Apabila pajak Ielah dilaksanakan dengan balk, maka timbal baliknya 

pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik. 

10 Negara., Tunggul Ansuhari Setia, Pengantar Hulwm Pajak, 2006. Jakarta: Bsyumedi11. H11l. 12. 
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2.1.2 Kedudulutn Ilukum Pajak 

Kewenangan ptmungutan pajak berada pada pemerintah sebaga1mana 

diatur dalam Pasal 23A UndangNUndang Dasar 1945 (pengenaan dan 

pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang). Atas 

dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan 

dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayaj pengeluaran negara dengan 

tidak mendapatkan k:ontraprestasi secara langsung. Oleh karena itu, segala 

tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai contoh pajak harus 

ditetapkan dengan undang-undang yang mendapatkan persetujuan Dewan 

Perwakilan RakyaL 

KeseJuruhan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk 

mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan ktmbali kepada masyarakat 

melalui Kas Negara terrnasuk daf.am ruang fingkup Hukum Pajak. Mengingat 

peraturan ini menyangkut hubungan antara negara dengan orang pribadi atau 

badan yang mempunyai kewajiban membayar paja.k. maka hukum pajak 

merupakan bagian hukum pubtik. 

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana dapat diUhat dari adanya 

sanksi pidana atas kealpaan dan kesengajaan terhadap Wajib Pajak yang 

melanggar kctentuan perpajakan. Hukum Pajak mempunyai ruang lingkup yang 

luas, tidak hanya mene1aah keadaari~keadaan dalam masyarakat yang 

dihubungkan dengan penanganan pajak dan merumuskan serta menafsirkan 

peraturan hukum dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan keadaan 

masyarakat, hukum pajak juga memuat unsur hukum pidana dan peradilan seperti 

yang rermuat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun ;!OOZ tent>ng Pengadilan 

Pajak. 

Sndanglutn bubungan pajak dengan hukum perdata adalah bahwa hukwn 

pajak mencari dasar kemungkinan atas kejadiafl..kejadian, keadaan, dan 

perlmatan-perbuatan hulutm yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti 

penghas:Han. kekayaan, perjanjian penyernhan hak, dan sebagainya. 
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2.1.3 Aslls dan Dasar Petuunguian Pajak 

2.2.3.1 Asas Pemungutan Pajak 

II Ibid. H!IJ. 26 

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak. dalam memilih 

alternatif pemungutan petlu berdasar pada asas~asas pemungutan 

pajak sehingga terdapat keserasian antara pemungutan pajak 

dengan tujuan dan asasnya. Adam Smith dalam buku 'A Inquiry 

into tile Natura and Causes of the Wealth of Nations' menyatakan 

bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas :11 

1. Equality 

Pemungutan pajak harus berSifat final adil dan merata. yaitu 

dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan 

kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan 

manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib 

Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pernerintah 

sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diterima 

2. Certainty 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan dengan sewenang­

wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara 

je1as dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta 

batas waktu pembayarnn 

3. Covenience 

Kapan Wajib Pajak itu ha.rus membayar pajak sebaiknya sesuai 

dengan srutt~saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak sehagai 

contoh pada saat Wajlb Pajak memperoleh penghasilan. Sistem 

pemungutan ini disebut Pay as You Earn. 

4. Economy 

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya 

pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan 

seminimal mungkin, demikin pula beban yang dipikut Wajib 

Pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban 

yang dipikul pajak, 
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Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan 

perpajakan maupun dalam hal pelaksanaanya harus dipegang teguh 

walaupun keadilan itu sangat relatif. 

2.1.3.2 Dasar Teori Pemungutan Pajak 

12 Ibid. Hal 34. 

Meski dijelaskan berbagai teori tentang dasar pemungutan 

pajak, pembayaran pajak umumnya telah dianggap sebagai sebuah 

beban., ketimbang sebagai sebuah kewajiban apalagi sebuah 

kesadaran bahwa pemungutan pajak memang perlu didukung. Hal 

ini antara lain disebabkan karena tidak adanya kontraprestasi yang 

tangsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Teori yang menjadi 

dasar bagi negara untuk pemenuhan pajak, antara lain :12 

a. Teori Asuransi 

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. 

Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha 

melindungi orang dari segala kepentingannya misalnya 

keselamatan atau keamanan harta bendannya. Masyarakat 

seakan mempertanggungkan keselamatan dan keamanan dan 

jiwannya kepada negara seakan mempertanggungkan 

keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara sehingga 

masyarakat harus membayar premi kepada negara. Pada 

kenyataanya menyamakan pajak dengan premi tidak.lah tepat, 

karena jika masyarakat mengalami kerugian., negara tidak dapat 

memberikan penggantian layaknya perusahaan asuransi. 

b. Teori Kepentingan 

Teori kepentingan diartikan bahwa negara yang melindungi 

kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan 

memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut dari 

rnasyarakat. Pembebanan ini didasarkan pada kepentingan 

setiap orang dari masyarakat. Warga negara yang memiliki 
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harta lebih banyak akan membayar pajak yang lebih besar, dan 

sebaliknya yang memiliki harta lcbih sedikit membayar pajak 

lebih kecit untuk melindungi kepentingannya. 

c. Teori Gaya Pikul 

Teori ini berpangka! dari azas keadilan yaitu bahwa tiap orang 

dik.enakan pajak dengan bobot yang sama. Pajak yang dibayar 

adaiah meurut gaya pikul dengan ukuran besamya penghasilan 

dan pengeluaran seseorang. Kekuatan (gaya pikul} untuk 

membayar pajak baru ada setelah terpenuhinya k.ebutuhan 

primer seseorang. Dalam pajak penghasilan kita kenai konsep 

Penghasilan Tldak Kena Pajak (PTKP). Bila seseorang 

berpenghasilan di bawah PTKP berarti gaya pikulnya tidak ada 

sehingga ia tidak harus membayar pajak. Teori ini lebih 

mcnekankan unsur kemampuan seseorang dan rasa keadilan. 

d. Teori Bakti 

Teori ini disebut juga teorl kewajiban pajak mutlak. Teori lni 

mendasarkan bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk 

memungut pajak Dilain pihak, masyarakat menyadari bahwa 

membayar pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan 

tanda bakfinya terhadap negara karena negaralah yang bertugas 

menyefenggarakan kepentingan masyarakatnya. Dengan 

demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan 

masyarakat dengan negara. 

e. Teori Gaya 

Pernbayaran pajak dimaksudkan untuk memelihara 

masyarakatnya. Pembayaran pajak yang dilakukan terhadap 

negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur dari pajak agar 

masyarakat tetap eksis. Teori ini mendasarkan pada 

penyelenggaraan kepentlngan masyarakat yang dianggap 

sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. bukan kepentingan 

individu atau negara. sehingga pajak lebih menitikberatkan 
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pada fungsi mengatur. Dalam 1eori ini masyarakat akan tetap 

terjamin dengan pembayaran pajak. 

2.1.4 llukum Pajak Materiil VS Hukum Pajak Formal 

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (/Jscus) selaku 

pemungut pajak dengan Wajib Pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi: 

L Hukum Pajak materiil, memuat nonna-nonna yang menerangkan 

keadaan, petbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek 

pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak) ber>pa besar pajak 

yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang 

pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. 

Hukum Pajak Materill meliputi : 

a. UU Pajak Pengbasilan 

b. UU Pajak Pertambahan Nilai 

c. UU Pajak Bumi dan Bangunan 

d. UU Bea Perofehan atas Tanah dan atau Bangunan 

e. UU Bea Materai 

2. Hukum Pajak Fonnalj memuat bentuk atau tata cara untuk 

mewujudkan Hukum Materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal 

ini membuat, antara lain : 

a, Tata cara penetapan utang pajak 

b. Hak-bak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, 

perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbu1kan utang pajak 

c. Kewajiban Wajib Pajak. sebagai contoh penyelenggaraan 

pembukuan atau pencatatan. dan hak-hak Wajib Pajak 

mengajukan keberatan dan banding 

Hukum Pajak Formal meliputi : 

1. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

2. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

3. UU Pengadilan Pajak 
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2.1.5 Jenis-jeois Pajak0 

2.1.5.1 Pajak Menurut sifatnya terdiri atas: 

a. Pajak Langsung adalah pajak yang pcmbebanannya tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain tetapi harus menjadi beban 

tangsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh ; Pajak 

Penghasil.an 

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke piha.k lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

2.1.5.2 Pajak Men.urut sasaran I Objekn)·a tenliri atas : 

Pembagian menurut sasaran I objeknya dimaksudbn untuk 

membedak:an dan mernbagi pajak berdasarkan ciri-ciri prinsip 

sebagai berikut : 

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkat atau berdasarkan 

pada subjeknya yang selanjutnya dicarj syarat objeknya, dalam 

arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pad a objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari waj ib pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan NHai dan Pajak Penjua!an atas 

Barang Mcwah 

2.1.5.3 Menumt Pemungutannya, pajak terdiri dari : 

u Ibid. Hal. ~8. 

a. Pajak Pusat. adatah pajak yang dipungut o1eh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rurnah tangga negara 

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah dan diguna.kan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak 

Hihuran dan lain-lain 
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2.1.6 Cara Pemungutan Pajak 

Cara pemungutan dilakukan berdasarkan 3 stelsel :14 

a. Stelsel nyata ( riil stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pacta objek (penghasilan) yang nyata, 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. 

Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. 

Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pad a akhir periode 

(setelah penghasilan riil diketahui) 

b. Stelsel fiktif (fictive stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang, misalnya penghasilan suatu talmn dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah 

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 

Kelebihan stelsel ini adalah pajak adalah dibayar selama tahun 

berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya 

adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya. 

c. Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pad a awal tahun, besamya pajak dihitung berdasarkan suatu 

anggapan, kemudian pada akhir tahun besamya pajak disesuaikan 

dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besamya pajak menurut 

kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib 

Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, 

apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kern bali. 

14 Bohari. 1984. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Ghalia Indonesia Hal. 15 
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:!.1.7 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistcm pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :15 

a. Official Assessment System 

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus} untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-ciri Official System : 

J) Wewenang untuk menentukan besamya pajak terutang berada pada 

ftskus 

2) W a jib Pajak bersifat pasif 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus 

b. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggong jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar. dan melaporkan sendiri besamya pajak 

yang terutang 

c. Withholding System 

Adalah suau sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak 

yang terutang oleh Wajih Pajak. 

2.1.8 Yurisdiksi Pemungutan Pajak 

Oalam memungut pajak, negara mcrnpunyai batas kewenangan 

didasarkan atas ternpat linggal, kewarganegaraan sumber penghasilan 

sehlngga pemungutan pajak tidak berulang-ulang dan memberatkan Wajib 

Pajak. Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak: Hi 

a. Asas tempat tinggal 

Negara mempunyai hak untuk memungot atas seluruh penghasiJan 

Wajib pajak beroasarkan tempal tinggal Wajib Pajak tanpa 

15 Soemilro, Roohmat. 1992. Pengantor Singkal Hukum Pajak. Bandung: Eresco. Ho.l. 21. 

1.11 Tlm Penyusun. 2008. Sxeculi'll! Tax Program, Pendidiko.n Pajak Teropan Kompreltensif Brevet 
ABC. Edisi 4. Jakarta: TAF Institute. Hal. B-12. 
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memperhatikan apakah ia sebagai warga negaranya atau warga negara 

asing. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoteh yang berasal dari 

Indonesia atau berasai dari luar ncgeri (Pasal 4 Undang~undang Pajak 

Penghasilan) 

b. Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Suatu 

negara memungut pajak atas orang yang mempunyai kebangsaan 

negara tersebut tanpa memperhatikan dimana ia Unggal 

c. Asas sumber 

Negara mempunyai hak untuk memungut ajak atas penghasilan yang 

bersumber dari suatu negara. Dengan demikian orang atau badan yang 

menerima atau mempcroleh penghasilan dari Indonesia dikenakan 

pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tlnggal Wajib Pajak. 

Pembentukan 

2.1.9 llukum Perpajakun 

Dalam hukum pajak, dikenal dua macam hukuman, yaitu ;17 

I. Hukum Administrasi (tata usaha) 

Hukuman ini yang roemberikan adalah Fisk.us sendiri dan umumnya 

terdiri atas tambahan-tambahan alas pajak yang terutang seperti yang 

ditetapksn dalam undang-undang perpajakan seperti hukuman 

administrasi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhl kewajiban 

memasukkan surat pemberitahuan pada waktu yang telah ditentukan. 

2. Hukuman Pidana 

Hukuman ini yang menjatuhkan adalah hakim, dan dapat berupa denda 

sejumlab uang ataupun suatu hukuman penjaca. tergantung dari 

beratnya peristiwa yang dapat dikenakan hukuman, Yang dapat 

diajukan dimuka hakim adalah perbuatan·perbuatan yang 

dikualifikasikan sebagai kejahatan, dan barus dengan nyata-nyata 

dimuat dalam undang-undangnya yang bersangkutan seperti halnya 

11 Ibid Hal. 8·12, 
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dengan yang termaktub dalam perundang~undangan pajak di 

Indonesia. 

Agar segera dapat mengetahui apakah. suatu peraturan dalam 

undang-undang pajak menga:ndung ancaman administratif tUau pidana, kita 

dapat melihat istilah-istilah "paling banyak" atau »»paling lama" di 

dalamnya. yang biasanya terdapat pada arn::aman hukum pidana. Selain itu, 

selalu ter<:antum didalamnya sya.rat "dengan sengaja" yang memang dalam 

hukum pidana umumnya selalu didengungkan sebagai salah satu unsur 

penting dari suatu kejahatan. 

2.1.10 Penagihan Pajak 

Untuk mengantisipasi kemungkinan Wajib Pajak tidak memenuhi 

kewajiban perpajakannya dengan tidak sukareta. undang-undang 

perpajakan memasukk:an peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan 

yang dapat diambil fiskus bilamana diperlukan untuk memaksa Wajib 

Pajak tersebut. 

Peratoran-peraturan tentang tindakan-tindakan untuk memaksa 

perta.ma-tama ditujukan kepada pernenuhan kewajiban utamanya yaitu 

pembayaran pajaknya, Untuk menjamin pemasukan uang ini ke dalam Kas 

Negara, maka diadakanlalt pak......, yang bersifut langsung, yaitu dengon 

penyitaan dan pelelangon banmg-barang orang yang berutang pajak 

{eksekusi). 

Sebelum eksekusi dapat dilaksanakan. pada umumnya harus 

diselenggarakan cara-cara penagihan lainnya terlebih dabulu yar:-g bersifat 

pasif seperti ; 

a. Dengan cara memberi peringatan; 

b. Setelah itu memberi teguran 

c. Disusul dengan aturan pencicilan pembayaran 

Setelah cara·cara diatas telah di!empuh, Fiskus melakukun 

tindakan aktif dengon mengeluarkan Surat Paksa. Pelaksa!lllan penagihan 

pajak dengan Surat Paksa ini adalah suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan 
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bukum ( yang menjadi wewenang Fiskus) yang lazimnya dinamakan 

eksekusi langsung. 

Surat Paksa adalah surat keputusan yang mempunyat kekuatan 

yang sama dengan keputusan hakirn dalam perkara perdata yang tidak 

dapat diganggu gugat lagi dengan cara memintakan banding kepada hakim 

yang lebih atas. Surat paksa harus menggunakan kepala 1'Atas Nama 

Keadilan" karcna perkataan-perkataan itulah surat paksa mendapat 

kekuatan "eksekutorial" (kekuatan untuk dijalankan). dan kekuatan itu 

didapatkannya karena keadilanlah yang semata-mata memerintahkan 

pelaksanaan itu. 18 

Tindak Ianjut eksekusi langsung pada pokoknya dari perbuatan 

hukum, yaitu : 

a. Penyitaan 

b. Penyanderaan 

Pcnyanderaan ini merupakan paksaan yang bersifat tidak langsung 

dan merupakan tindakan akhir yang hanya akan ditempuh jika telah tidak 

ada jalan lagi, serta hanya dilakukan jika pena.nggung pajak tidak 

mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban pajaknya. 

2.2 Teutaug Peogadilao Pajak 

2.2.1 Dasar Hukum Pembeulukan Peogadilan Pajak 

Pengadiian Pajak: adalah pengadilan khusus yang mempunyai tugas 

pokok menyeJesaikan sengketa paj.ak yang timbul dalam pe1aksarutan 

undang~undang perpajakan dimana diperlukan proses penyelesaian yang 

adil. 

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Pajak adalab Undang~ 

undang Nomor. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang 

diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2002 dan dimuat dalam 

Lernbaran Negara Nornor 27 Tahun 2002 dan tambahan lembaran negara 

18 lbid Hal. }l..!J. 

Universitas Indonesia 

Tinjauan Yuridis..., Susandi, FH UI, 2009



28 

nomor 4189. Undang-undang pengadilan pajak (UU PP) mencabul dan 

menyatakan tidak berlaku lagi undang-undang nomor 17 tahun 1997 

tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sebagaimana 

dinyatakan da!am Pasal 96 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Namun 

dilain pibak juga dinyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah kelanjutan 

dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana ditegaskan dalam 

pasal 94 undangwundang pengadllan pajak. 

Pembentukan Pengadilan Pajak juga dilandasi berbagai undang~ 

undang yang dapat menunjukkan apa dan bagaimana kedudukan, fungsi 

dan jangkauan tugas pengadilan pajak yaitu : 

a. Undang-undang Nom or 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan 

pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan 

undang-undang nomor 4 tahun 2004 yang berarti keberadaan 

Pengadilan Pajak tidak bisa keluar dari kerangka pelaksanaan 

kekuasaan kehakiman bagi pendari keadilan di bidang perpajakan 

termasukBea dan Cukai. 

b. Undang~unda.ng Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana teJah diubah 

terakhir dengan Undang~undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Mahkamah Agung. Digunalcannya Undang·undang Mahkamah 

Agung sebagai landasan pembentukan pengadilan pajak 

ntenunjukkan bahwa Pengadilan Pajak tennasuk Badan Peradilan 

yang berada dalam pembina.an dan pengawasan Mahkamah Agung 

sebagai instansi tertinggi jajaran peradiian di Indonesia 

c. Undang~undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dan 

ditambah terakhir dengan Undang·undang Nomor 28 tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). 

Udanr-undang ini mengamanatkan dibentuknya Badan Peradilan 

Pajak, yang diatur dalam Pasal 27. Sebagaimana diketahui 

UndangNundang KUP adalah Undang-undang yang memuat 

Uniwrsita$ Indonesia 

Tinjauan Yuridis..., Susandi, FH UI, 2009



29 

ketentuan-ketentuan forma! dalam kaita:nnya dengan pelaksanaan 

Undang-undang PPh dan Undang-unda:ng PPN 

d. Undang-undang Nomor l2 Tahun 1985 scbagaimana diubah dan 

ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengnn Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tcntang 

Kepabeanan 

f. Undang-Undang Nomor II Tahun 1995 tentang Cukai 

sebagaimana telah diubah dengan Undang~undang nomor 39 tahun 

2007 

g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah 

dengan UndangNundang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah 

h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dan 

ditambah dengan Undang-undang Nomor 19 tatmn 2000 tentang 

Penagfhan Pajak dengan Surat Paksa 

i. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sahagaimana diubah 

denpn Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Dengan demikian Pengadilan Pajak mempunyat cakupan hukum 

yang luas yang meliputi Pajak-pajak Negara I Pusa4 Pajak Daerah~ Bea 

dW1 Cukai dan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa. 

2.2.2 Alasan dan Tujuan Dibentuknya Pengadilan Pajak 

Sebelum Pengadilan Pajak lahir sebenamya telah ada badan yang 

d ibentuk dengan tugas melaksanakan peradilan pajak pad a tingkat bandJng 
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yailu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Pembenlukan BPSP 

dimaksud untuk menangani sengketa pajak yang sernakin meningkat 

seiring dengan meningbtnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan 

hak dan kewajibannya dan dipandang pertu unlllk pemahaman ak.an hak 

dan kewajibannya dan dipandang perlu untuk dapat menyelesaikannya 

se<:ara adil dan dengan prosedur dan proses yang cepat, mudah dan 

sederhana. Sebenamya BPSP boleh dikatakan sebagai kelanjutan badan 

serupa yang Ielah ada yaitu Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan yang dimuat dalam Staatsblad tahun 1927 

Nomor29. 

Akan telapi ternyata BPSP masih memiliki kekurangan meskipun 

telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan banyak perkara yang telah 

diselesaikan, Salah satu kekurangan yang dirasakan adalah bahwa BPSP 

bukan merupakan suatu peraditan yang sesuai dengan Undang*undang 

Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana teJah diubah terakhir dengan Undang­

undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu 

BPSP juga bukan merupakan badan peradilan yang berpuncak pada 

Mahkamah Agung. 

Mengingat hal tersebut dianggap perlu membentuk suatu badan 

peradilan yang memenuhi kedua persyaratan tersebut dan mampu 

menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam menylesaikan sengketa 

pajak. Untuk maksud tersebut maka berdasarkan Undang~undang Nomor 

14 Tahun 2002 dibentuklah Pengadilan Pajak. 

2.2.3 Tngas dan Wewenang Peagadilan Pajak 

Tugas dan wewenang Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 31 

Undang-undang Pengadiian Pajak yang menyatakan bahwa tugas dan 

wewenang Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus sengketa 

pajak atau dengan kata Jain menyelesaikan sengket pajak. SeJain tugas 

dan wewenang tersebut, pengadilan Pajak juga bertugas mengawasi 
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Kuasa Hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak~pihak 

yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak Pelaksanaan 

pengawasan ini diator dengan Keputusan Ketua. Pengadilan Pajak, 

Yang dimaksud dengan sengketa pajak sebagaimana diatur dalam 

Pasal l angka 5 Undang-undang Pajak adalah sengketa yang timbul di 

bidang perpajakan antara Wajlb Pajak atau penanggung pajak dengan 

pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang 

dapat diajikan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak 

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk 

Gugatan atas pelaksana.an penagihan Undang~undang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000). 

Berdasarkan rumusan rnengenai pengertian sengketa pajak 

tersebut maka para pihak yang saling berhadapan adalab Wajib Pajak di 

satu pihak dengan pejabat yang berwenang di pihak lain. 

Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang bers.engketa tidaklah 

da!am kedudukao yang sama. Karena pengertian yang dianut Undang­

undang Pengadilan Pajak mengenai pajak ini adalah pengertian yang luas 

tennasuk Bea dan Cukai serta Pajak Daerah maka pejabat ini 

kemungkinan blsa Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai atau Gubemur, Bupati atau Walikota. 

Se!anjutnya pengertian mengenal Keputusan yang ada kaitannya 

dengan sengketa pajak sebagairnana diatur dalam pasal 1 angka 4 

Undang-undang Pengadilan Pajak adalah Penetapan Tertulis di bidang 

perpajakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan petpajakan dan dalam rangka 

pelaksanaan Undang-Undang Penagtllan Pajak dengan Surat Paksa. 

Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan 

perpajak:an adalab semua peraturan di bidang perpajakan. Selanjutnya 

pengertian Pajak di sini adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tugas Pengadilan Pajak 

d.alam menyelesalkan Sengketa Pajak meliputi : 

a. Sengkera Pajak yang diakibatkan dikeluarkannya Keputusan 

Pejabat yang berwenang yang dimungktnkan untuk rliajukannya 

Banding ke Pengadilan Pajak; 

b. Sengketa Pajak yang diakibatkan pelaksanan Undang-undang 

Penagihan Pajak dengan Sura:t Paksa (Undang~undang Nomor 

J9 Tahun 2000) atau Keputusan Pembetulan atau Keputusan 

lainnya berdasarkan Pasal 23 (2) Undang~undang KUP dan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang 

dimungkinltan diajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak. 

2.2.3 P~rbedaan Undaog-undang BPSP dan Undang-undaog PP 

Bila dibandingkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (UU PP) dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 

tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( UU BPSP) terdapat 

beberapa. perbedaan penting diantaranya adalah :19 

a. Penggunaan istilah "Pengadilan" dalam Undang-undang Pengadilan 

Pajak untuk menggantikan is.tilah "'Badan Penyelesaian Sengketa". 

b. Penggunaan istilah '·Panitera" sebagai pengganti isti!ah "Sekretaris 

Sidang" 

c. Hakim Pengadi1an Pajak diangkat ofeh Presiden dari Daftar Nama 

yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan 

dari Mahkamah Agung. Ketua dan Wakil Ketua juga diangkat oleh 

Presiden dari para hakim yang diusulkan oieh Menteri Keuangan 

setelah mendapat persetujuan dati Mahkamah Agung (Pasal 8 (!)dan 

(2) Undang-undang Pengadilan Pajak. Dalam Undang-undang BPSP 

tidak terdapat pengaturan seperti itu 

1'-X. Subroto, Dr. Djazoeli Sadhani, Syallriful Anwar, op. cU. Hal. 34 
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d. Adanya ketentuan bahwa pembinaan teknis peradilan. pengawasan 

umum, teknis tenaga kepaniteraan (Pasal5 (I), Pasal II (I), l'asal 2 (5) 

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, s:edangkan dalam Pasal 5 (I) 

undang·undang BPSP dinyatakan bahwa pcmbinaan organisasi, 

administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh Departemen Keuangan. 

e. Adanya kemungkinan upaya peninjauan kembaH ke Mahkamah Agung 

terhadap putusan Pengadi!an Pajak (Pasal 77 (3) dan Pasal 9 I). 

Tennasuk juga didalamnya putusan Banding atau Gugatan dengan 

kategori sebagai berik.ut ; 

!. Diajukan kepada BPSP 

2. Jangka waktu pengajuan Banding atau Gugatan telah berakhir 

sebelum Undang~undang Pengadilan Pajak berlHku diperiksa dan 

dipu!us oleh Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang BPSP. 

3. Jangka waktu pengajuan Banding atau Gugatan be!um berak.hir 

pada saat mulai berlakuny.a Undang-undang Pengadilan Pajak. 

f. Dalam Pasal 36 (4) Undang-undang Pengadilan Pajak dinyatakan 

bahwa sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi disamping 

persyaratan Jainnya adatah babwa daiam hal Banding d iajukan 

terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang maka jumlah p!liak yang 

terutang tersebut telah dibayar sebesar 50% (lima puluh person). 

Sedangk>n dalam Pasal 34 undang-undang BPSP jumlah pajak yang 

terutang tersebut ha.rus teJah dilunasi atau dibayar sebesar 100% 

(seratus persen) 

Namun denglln berlakunya Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang 

perubahan ketiga atas Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan hal tersebut telah berubah. 

Dalam hal permohonan banding tersebut penyelesaian keberatannya 

didasarkan Pasal 25 undang-undang No. 28 tahun 2007 diatas, yaitu 

dimana jumlah yang harus dibayar adalah jumlah pajak terutang 
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mcnurut perhitungan Wajib Pajak pada waktu pembahasan akhir 

(closing conference) pada waktu pemeriksaan pajak. 

g. Dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak terdapat 2 (dua) jangka 

waktu penguji gugatan yaitu : 

L Untuk Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan adalah l4 (empat 

betas) hari dihitung sejak tanggal petaksanaan penagihan 

2. Untuk Gugatan terhadap keputusan berdasarkan pasal 16 dan pasal 

36 Undang-undang KUP yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak 

(STP) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya 

keputusan yang digugat tersebut. Sedangkan dalam Undang-undang 

BPSP hanya diatur 1 (satu) jangka waktu pengajuan Gugatan, yaitu 

dalam jangka wakru 14 hari 

h. Untuk pengajuan Gugatan tidak dikenakan biaya pendaftaran. 

Sedangkan Pasal 41 Undang-undang BPSP pengajuan Gugatan 

dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 

L Dalam Pasal43 (2) Undang~undang Pengadilan Pajak diatur mengenai 

Putusan Sela yang menyatakan bahwa Penggugat dapat mengajukan 

permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagiban pajak ditunda 

selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan sampai ada 

putusan Pengadilan Pajak. Atas permohonan tersebut Pengadilan Pajak 

dapat mengeluarkan Putusan Sela untuk penundaan pelaksanaan 

penagihan pajak sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Seperti 

diketalrui berdasarkan ketentuan Pasa! 26 (5) Undang-udang KUP 

pengajuan pennohonan banding tidal< menunda pelaksana.an penagiban 

pajak. Namun dengan adanya Putusan Sela Pengadilan Pajak maka 

ketentuan itu tidal< dapat di!aksanakan. Putusan sela dapat dikabulkan 

hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang 

mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan, misalnya 

gugatan yang diajukan tetsebut bersamaan waktunya dengan penyitaan 
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atau pefelangan yang berkaitan dengan utang pajak penggugat. 

Mengenai Putusan Sela ini tidak diatur dala.m Undang-undang BPSP. 

j. Dalam Pasal 50 (1) Undang~undang Pengadilan Pajak diatur mengenai 

sifat pemeriksaan di Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa sidang 

pemeriksaan scngketa pajak di Pengadi!an pajak dilakukan secara 

terbuka untuk umum. HaJ ini sesuai dengan prinsip Undang-undang 

Kekuasaa.n Kehakiman. Sedangkan dalarn Pasal4 (l) Undang-undang 

BPSP dinyatakan bahwa sedang pemerik.saan sengketa pajak 

dinyatakan tertutup untuk umum. 

k. Dalam Pasal 9 (2) Undang-undang PengadiJan Pajak diatur mengenai 

kemungkinan penunjukkan Hakim AD Hoc sebagai Hakim Anggota 

yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara 

sengk:eta p'\iak tertentu yang memerlukan keahiian khusus, Ketua. 

Pengadilan Pajak Dapat menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai Hakim 

Angggota, sedangkan dalam Undang~undang BPSP tidak dikenal 

adanya Hakim Ad Hoc. 

I. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur mengenai 

tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa 

Pengadiian Pajak berkedudukan di ibukota negara. Dengan demikian 

tidak ada kemungkinan membentuk Pengadilan Pajak yang setingkat di 

tern pat lain. Namun "dalam Pasal 4 (l) Undang~Undang Pengadilan 

Pajak diatur mengenai kemungkinan melakukan sidang di tempat lain 

apabila dipandang perlu. Sedangkan dalam Pasal3 (2) Undang-undang 

BPSP diatur mengenai kemungkinan membentuk Badan Peradilan 

yang setingkat di tempat lain, meskipun hal itu fidak pernab dilakukan 

sampai berakhirnya tugas BPPS. 

m. Di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak: ada pengaturan 

mengenai pembatasan mengenai jumta.h atau bese.rnya pajak yang 

diajukan Banding yang diperiksa Pemerlksruln Biasa., Sedangkan 

dalam Pasa\65 (2) Undang-undang BPSP diatur mengenai pembatasBil 
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ini yakni bahwa pemeriksaan dengan Acara Biasa hanya dilakukan 

untuk sengketa pajak dengan jumlah pajak lebih dari Rp. 1.000.000,00 

sedangkan apabila jumlah tersebut tidak Iebih dari Rp. 1.000.000)00 

akan diperiksa melalui Acara Cepat 

n. Di dalam Pasal 79 (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur 

mengenai kemungkioan terjadinya ketidakpastian secara bulat dalam 

mcngambi[ putusan (dissenting opinion), yang menyatakan bahwa 

apabila Majeiis didalam mengambil putusan dengan earn musyawarah 

tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan 

suara terbanyak maka pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat 

dengan putusan itu harus dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak 

tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pi.hak-pihak yang bersengketa 

dapat mengetahui keadaan dan pertirnbangan Hakim Anggota dalrun 

Majelis. Sedangkan UU BPSP tidal< mengatur hal seperti itu. 

Beberapa perbedaan tersebut mengindika.sikan bertarubah baiknya kondisi 

peradilan pajak di negara kita ini 

1.2#4 Fungsi Dan Tempat Kedudukao Pengs:dilan Pajak 

Fungsi utama Pengadilan Pajak ditegaskan dalam Pasal2 Undang­

undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak 

adalah badan pera.diian yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi 

Wajib Pajak atau penanggung pajak yang meneari keadiian dalarn 

sengketa pajak. Selain itu Pengadilan Pajak adatah yang mencari keadi1an 

dalam sengketa pajak. Sela.in itu Pengadilan Pajak adalah badan peradi!an 

yang dimaksud oleh Undang~Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan 

merupakan pula Badan Peradilan yang dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 14 tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang~Undang Nomor 4 

Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehaldma.n. Dengan demikian 

Pengadilan Pajak ada.lah suatu badan peradilan tingkat bll.nding yang 
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berfungsi khusus menyetesaikan perkara alau sengketa di bidang 

perpajakan dalam kerangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Mengenei 

apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman tersebut dapat dilihat 

perumusannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 yang juga 

menjadi landasan pembentukan Pengadilan Pajak, dinyatakan sebagai 

berikut: 

"Kekuasaan Kehakiman mcrupakan kekuasaan yang mcrdeka 

untuk rnenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan!' 

Sedangkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan 

kepada Mabkamah Agung (MA) dan jajaran yang berada di bawahnya. 

Dalam kaitan dengan MA Undang~undang Nomor 14 tahun 2002 

menegaskan dalam Pasal 5 bahwa : pembinaan teknis peradilan bagi 

Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan 

bahwa Pengadilan Pajak adalah sebuah peradilan di bidang perpajakan 

yang telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai peradilan murni tidak 

seperti peradilan pajak sebelumnya. 

Selanjutnya sesuai fungsi yang di embannya sebagai pelaksana 

peradilan yang melaksanakan k:ekuasaan kehakiman maka merupakan 

kewajiban puJa bagi Pengadilan Pajak untuk bertlndak sebagai institusi 

yang dapat melindungi kepenting:an wajib pajak terhadap kesewenang­

werumgan Pejabat Pemerintab, Perlu diketahui meskipun menggunakan 

nama Pengaditan Pajak namun pengertian pajak disini mempunyai arti 

yang luas. Pengaturan mengenai proses banding di Pengadilan Pajak lni 

diaturdalam beberapa perundang-undang yaitu: 

a. Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas 

undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan. Sebagaimana diketahui bahwa undang~undang tersebut 

(undang-undang KUP) memuat ketentuan fonnal dalam kaitannya 

dengan undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) d!Ul Pajak 
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Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah 

(PPN dan PPn BM),; 

b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan 

ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun J994 1.mtuk 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

d. Undang~Undang Nomor 18 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 untuk Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

e. Undang-Undang Nomor lO Tahun l995 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 i tahun 2006 untuk 

Kepabeanan 

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 untuk Cukai seba.gaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 39 Tahun 2007 

Selain itu PengadHan Pajak juga mempunyai tugas menyelesaikan 

perkara Gugatan sebagaimana diatur da1am Pa.sal 40 undang-undang 

pengadilan pajak yang memuat mengenai tata cara dan sya.rat-syerat 

mengajukan Gugata.n melalui PengadUan Pajak dalam upaya mencari 

kead ilan terhadap pe!aksane.a.n Surat Paksa I Sita. Ketentuan mengenai 

Gugatan inijuga diatur dalam Pasal23 Undang-Undang KUP. Lebih lanjut 

mengenai Gugatan ini akan diuraikan bab tersendirl. 

Berda.sarkan hal-hal tersebut di atas maka fungsi atau tugas Pengadila:n 

Pajak meliputi 3 (tiga) hal ; 
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~:L Menyelesaikan Banding atas sengketa pajak 

b. Menyelesa.ikan Gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak atau 

terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan 

perundangRundangan perpajakan yang berlaku, dan 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap Kuasa Hukum 

2.2.5 Organisasl Pengadilan Pajak 

Pengadiian Pajak (PP) adalah suaiu badan peradilan yang 

mempunyai beberapa keJstimewaan. Pengadilan Pajak meskipun 

merupak.a.n Pengadilan yang berdid sendiri akan tetapi keberadaannya 

masih dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mernpakan 

salah satu lingkungan dari 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di 

bawah Mabkamah Agung yaitu .:o 

a. Peradilan Umurn 

b. PeradjJan Agama 

c. Peradilan Militer 

d. Peradilan Tata Usaha Negara 

Dalam hal pembinaan Pengadilan Pajak mempunyai dua induk organisasi 

yaitu Mahkamah Agung untuk pembinaan tekn.is peradiJan (Pasal 5 ayat 

(l) Undang~undang Pengadilan Pajak) dan Departemen Keuangan untuk 

pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan (Pa.sal 5 ayat {2) 

undang~undang Pengadi!an Pajak) 

l!J K SubrotQ, Dr. Ojazoo!i Sadhani, Syahriful Anwar, Op. Cil. Hal. 40 
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2.2.6 Susunao Pengadilan Pajak 

Susunan Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Susunan 

Pengadilan Pajak terdiri dari : 

a. Pimpinan Pengadilan 

Plmpinan Pengadllan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua yang 

jumlahnya paling banyak 5 (lima} orang. Ketua Pengadilan Pajak 

diangkat oleh Presiden dari para hakim yang diusulkan oleh Mented 

Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. 

Demikian pula ketentuan tersebut berlaku untuk pengangkatan Wakil 

Ketua. 

b. Hakim 

Hakim diangkat oleh Presiden berdasarkan usul Menter! Keuangan 

setelah mendapal persetujuan dari Mahkamah Agung. Untuk dapat 

diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan Pajak seseorang harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai bel'ikut ; 

L Warga negara indonesia 

2. Berumur paling sedikit 45 (empat puluh lima) tahun 

3. Bertakwa kepad• Tulum Yang Maha Esa 

4. Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 

S. Tidak pemah terlibat dalam kegiatan yang menghiati Negara 

Kesatua.n Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang; 

6. Mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah 

sarjana hukum atau satjana lain 

7. Berwibawa. jujur, adil dan berkelak:uan tidak tercela 
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8. Tidak. pemah di pidana karena rnelakukan tindak pidana 

kejahatan 

9. Sehat jasmani dan rohani 

Diantara syarat-syarat tersebut kiranya yang penting adalah 

syarat mempunyai keahlian di bidang Perpajakan. O[eh karena keahlian 

tersebut akan sangat diperlukan dalarn memeriksa sengketa pajak yang 

diharapkan dapat memutus secara tepatdan adil. 

Sementara dari kalangan urnum yang kemungkinan bisa 

memenuhi syaral tersebut adalah Konsultan Pajak (Tax Consultant). 

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa perpajakan merupakan ilmu 

khusus yang menyangkut terutama ilmu hukum dan ekonomi 

(akuntansi) yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

mempelajarinya. Sefanjutnya ketua, wakil ketua dan hakim Pengadilan 

Pajak adalah Pejabat Negara yang mempunyai tugas melaksanakan 

kekuasaan kehakiman di bidang sengketa pajak. 

Mereka ini diangkat 1.mtuk masa jabatan 5 (lima) tahun yang 

dapat dlperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Sebelum memangku 

dan melaksanakan jabatannya, Ketua dan Wakit Ketua Pengadilan 

Pajak mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Ketua Mahkamah 

Agung. Sedangkan untuk Hakim mengucapkan sumpa.h atau jatlji 

dihadapan Ketua Pengadilan Pajak. 

Mengenai pemberhentian Ketua, Wakil Ketua dan Hakirn 

Pengadilan Pajak: diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Pengadilan 

Pajak yang menyatakan bahwa pemberhentian dengan honnat dari 

jabatannya di1akukan oleh Presiden berdasarkan usul dari Menteri 

Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. 

berdasarkan alasan-alasan herikut ini : 
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l. Permintaan sendiri 

2. Sakit jasmani dan rohani permanen 

3. Sudah mencapai usia 65 tahun 

4. Tidak cakap dalam menjalankan tugas 

Para hakim ini diberhentikan dengan hormat. Namun mereka juga bisa 

diberhendkan tidak rlengan hormat oleh Presiden atas usui Menter! 

Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung 

berdasarkan alasan-alasan dibawah lni : 

a. Oi pidana. karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan 

ancaman pidana paling sedikit 3 (tiga) bulan : 

b. Melakukan perbuatan tercela yaitu perbuatan yang dilakukan baik 

didalam maupun diluar lingkungan Pengadilan Pajak yang dapat 

merendahkan martabat Hakim, misalnya meminta suatu imbalan 

denganjanji akan di menangkan perkaranya: 

c. Melalaikan kewajiban dalam tugasnya secara terus menerus 

d. Melanggar sumpah atau janjijabatan yang telah diucapkan 

_Terhadap usul pe:mberhentian baik dengan honnat maupun tidak 

dengan hormat seperti tersebut di atas yang bersangkutan tcrlebib dulu 

d1beri kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di badapan MajeHs 

Kehorrnatan Hakim yang akan mengambil silcap dan keputusan 

Hakim Ad Hoc merupakan hal baru dalam bidang peradilan 

pajak. Hakim Ad Hoc dapat ditunjuk dalam hal dipcrluklm keahlian 

khusus dalam pemeriksaan sengketa pajak tertentu. Ketentuan 

mengenai hal ini diatur da1am Pasal 9 Undang:~undang Pengadilan 

Pajak. Kedudukannya sama dengan Hakim Pengadilan Pajak biasa 

yakni sebagai Hakim Anggota, Penunjukkan diJakukan Hakim Ad Hoc 
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pada umumnya s.ama dengan syarat untuk Hakim biasa. Namun tidak 

diperiukan syarat mengenai pembatasan usia dan keharusan memiliki 

keahlian di bidang pajak dan berpredilcat sarjana hukum atau sarjana 

lain. 

Penunjukkan Hakim Ad Hoc tidak dimaksudkan untuk 

menyelesaikan setiap perkara, melainkan hanya sebatas kasus-ka.sus 

tertentu saja yang memeriukan keahlian khusus. Ap.abila pemerlksaan 

perkara tersebut sudah selesai dan diputus sefesai pula tugas Hakim Ad 

Hoc dan akan diberhentikan secara resmi. 

c. Sekretaris, Wakil Sekretaris 

Pcngadilan Pajak mempunyai Sekretar[s, Wakil Sekretaris dan 

Sektetaris. Pengganti. Ketentuan mengenal hal ini diatur dalam Pasal 23 

sampai dengan Pasal28 Undang-Undang Pengadilan Pajak. 

Sekretaris berkedudukan sebagai Pimpinan Sekretariat Pengadilan 

Pajak dan mcmpunyai tugas pokok pelayanan di bidang administrasi 

umum, misalnya yang menyangkut surat menyurat. kepegawaian, 

keuangan dan lain-lain untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan 

tugas-tugas Pengadilan Pajak. 

Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris, Wakit Sekretaris dan 

Sekretaris Pengganti harus memenuhi syarat-sy:arat sebagai berikut : 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha E$3 

c. Serta kepada Paru:asila dan UUD 1945 

d. Sehatjas.mani dan rohani 

e, Berijazah Sarjana Hulrum atau sarjana lain dan mempunyai 

pengetabuan di bidang perpajakan 
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d. Panitera. Panitera Pengganti 

Pada Pengadilan Pajak terdapat pula ~epaniteraan yang 

dipimpin oleh Panitera yang dalam me!aksanakan tugas-tugasnya 

dibantu oleh seorang \Vakil Panitera dan beberapa orang Panitera 

Pengganti, Ketentuan mengenai Panitera dan Kepantteraan ini diatur 

dalam Pasal 29 dan 30 Undang~undang Pengadilan Pajak. 

Dollarn ketentuan tersebut di atas terdapat pula mengena.i 

larangan rangkap jabatan untuk Panitera, Wakil Panitera dan Panitera 

Pengganti sebagai : 

a. Pelaksana putusan Pengadilan Pajak : 

b. Wali. Pengampu atau Pejabat yang berkaitan dengan suatu Sengketa 

Pajak yang akan atau sedang di tanganinya 

c. Penasehat Hukum 

d. Konsultan Pajak 

e. Akuntan Publik 

f. Pengusaha 

Pengangkatan dan pcmberhentian Panitera, Wakil Panitera dan 

Panitera Pengganti menjadi wewenang Menteri Keuangan. Sedangkan 

pembina teknis kepaniteraan ditakukan oteh Mahkamah Agung. 

Sebelurn memangku jabatannya, Pa.nitera, Waki! Pa.nitera dan Panitera 

Pengganti harus mengucapkan sumpah I janji di depan Ketua 

PengadUan Pajak. 

Tugas Panitera ada:lah membantu tugas-tugas MajeJis Hakim 

dalam melaksanakan tugasnya, Misalnya membantu Majelis Hakim 

dalam mempersiapkan Putusan Pengadilan Pajak 
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2.3 Pelaksanaan Proses Banding Di Pcngadilan Pajak 

Pelaksanaan proses peradilan banding melalui Pengadilan Pajak 

didasarkan pada keputusan atas keberatan yang diajukan Qleh Wajib Pajak. 

Jadi, sebelum melaksanakan proses penyelesaian Banding di Pengadi!an 

Pajak terlebih dahulu harus melaluj proses keberatan.:11 

2.3.1 Koberat11n Pajak 

Keberatan Pajak muncul dikarenakan timbulnya sengketa antara 

Wajib Pajak dengan Pejabat Pajak mengenai penetapan besamya pajak 

yang terutang. Hal ini juga berlaku di bidang Bea dan Cul<ai dan Pajak 

Daerah. Keberatan Pajak adalah upaya hul<urn yang harus dilakukan 

sebelum Wajib Pajak rnengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. 

Ketentuan mengenai keberatan di bidang pajak dalam hal ini Pajak 

Negara!Pusat diatur sebagai berikut: 

2.3.1.1 Keberatan atas Pajak Pengbasilan (PPh) dan Pajak 

Percambaban Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

at11s Barang Mewah (PPN dan PPn BM). 

Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun l983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2007 (UU KUP) Pasal 25 ayat (1). Pasal tersebut 

menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan 

kepada Direktur Jenderal Pajak alas Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT), Sural Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Sural 

Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan pemotongan atau pamungutan 

oleh plhak ketiga berdasarkan ketentuan perundang·l.mdangen 

perpajakan. 

,.,------·-
21 Pudyatmoko, Y. Sri. 2005. Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak. Jakarta: 

PT. GnunOOia Puslaka Utumu. Hal 52. 
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Sela.njutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 2 

Undang-undang KUHP dinyatakan bahwa keberatan harus 

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Perlu diketahui 

bahwa pada peraturan pajak yang lama keberatan bisa diajuk.an 

secara lisan yang kemudian dicatat oleh petugas pajak. Selain itu 

dalam surat keberatan tersebut Wajib Pajak harus mengemukakan 

besarnya pajak yang terutang atau besarnya pajak yang dipotong 

atau dipungut alau besamya kerugian rnenurut perhitungan Wajib 

Pajak disertai a.lasan·alasan yang jelas yang rnendukung 

keberatannya tersebut. 

Dalam penyusunan surat keberatan yang fengkap. kepada 

Wajib Pajak diberikan hak untuk meminta keterangan atau 

penjelasan kepada Direktur lenderal Pajak sebagaimana diatur 

dalam ayat (6), Dan kepada Direlctur lenderal Pajak diwajibkan 

untuk rnemberi keterangan secara tertulis atas hal~hal yang menjadi 

dasar pengenaan pajak. penghitungan rugi, pemotongan atau 

pemungutan pajak. Namun oleh karena pengajuan keberatan 

dibatasi oleh waktu, maka seyogyanya permintaan tersebut 

diajukan jaub hari sebelum berak.hirnya batas waktu tersebut, dan 

sebaliknya jawaban dan Direktur Jenderal Pajak dapat segera 

diterima o1eh Wajib Pajak. 

2.3.1.2 Keberatan Atas Pajak Bumi dan Bangunan 

Ketentuan mengenal keberatan atas Pajak Bumi dan 

Bangunan diatur dalam Pasall S Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1985 seb.agaimana diubah temkbir dengan Undang-Undang Nomor 

12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam 

pasal tersebut diatur mengenai syarat-syarat pengajuan keberatan 

sebagai berikut: 

a. Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak mela!ui 

Kepala Kantor Pelayanan PBB. 

b. Keberatan hanya dapat diajukan terhadap: 
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c. Satu keberatan hanya untuk satu SPPT/SKP dan untuk set.iap 

tahun pajak. 

d. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang isinya 

menyatakan keberatan dan alasan-alasannva secara jelas 

dengan melampirkan foto oopy SPPT/SKP yang bersangkulan. 

e. Diajukan dalarn waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya 

SPPT/SKP. kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan adanya 

keadaan luar biasa bilamana waktu itu terlewati. 

f. Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. 

g. Wajib Pajak berhak mengajukan permintaan keterangan secara 

tertulis mengenai alasan dan dasar-dasar pengenaan pajak.nya 

yang akan digunakan menyusun surat keberatan secara lebih 

baik. 

Atao; keberatan Wajib Pajak tersebut Direktur Jenderal 

Pajak harus memberikan jawaban atau keputusan dalam jangka 

wak:tu 12 (dua betas) bulan. Apabila Wajib Pajak merasa masih 

keb.eratan atas keputusan tersebut Wajib Pajak dapat mengajukan 

Banding ke Pengadilan Pajak. 

2.3.2.2 Keber:atan Atas Bea Perolebali Hak Atas Tanab dan Baugunan 

(BPHTB) 

Peraturan mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPIITB). Ketentuan mengenai keberatan BPHTB diatur dalam 

pasal 16 yang rnemuat ketentuan sebagai berikut: 

a. Keberatan diajukan kepada Direktur JenderaJ Pajak me1alui 

Kantor Pelayanan PBB. 

b. Keberatan dapat diajukan terhadap Surat Ketetapan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar 
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(SKBPHTBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan Tambahan (SKBPHTBT), Sural Ketetapan 

Bea Peroiehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Sayar 

(SKBPHTBLB), Sura! Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan Nihil (SKBPHTBN). 

c. Keberatan diajukan secara tertulis dalam baha.sa indonesia 

dengan mengemukakan alasan-alasan yang jelas dan 

perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak. 

d. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 

sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak. Apabila syarat tersebut 

tidak dipenuhi maka Surat itu tidak dianggap sebagai surat 

keberatan dan tidak akan dipertimbangkan. 

e. Wajib Pajak berhak rneminta kepada Direktur Jenderal Pajak 

keterangan tertulis mengenai hal~hal yang 

ketetapan pajak dan Direktur Jenderal 

memenuhinya. 

menjadi dasar 

Pajak wajib 

f Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban rnembayar pajak 

dan pelaksanaan penagihan pajak termasuk pelaksanaan sita dan 

lelang. 

g. Atas keberatan Wajib pajak tersebut Direktur Jenderai Pajak 

harus. memberikan keputusannya dalam wak:tu paling tama 12 

(dua belas) bulan sejak diterimanya surat keberatan Wajib 

Pajak. Bilamana Dircktur Jenderal Pajak tidak memberikan 

keputusan sedangkan jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah 

lewat maka keberatan dianggap dikabulkan. 

2.3.2 Keberatan Bea dan CUkai 

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan Bea dan Cukai 

diaturdalam 2 (dua) undang-undang yaitu; 

a. Undang-Undang No.IO tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 
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b. Undang-Undang Nomor i 1 r:ahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 

Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai keberatan 

terhadap penetapa:n Bea dan Cuk.ai. Satu tahap yang harus di[empuh 

sebelum dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. 

2.3.3 Keberatan Atas Pajak Daerah 

Kerentuan mengenai Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang­

Urulang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Rettibusi Daerah. 

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten (contoh: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak 

Reklame, Pajak Hiburan dll) atau Pemerintah Daerah Propinsi (contoh: 

Pajak Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dsb). 

Meskipun dalam tingkat keberatan penyelesaiannya menjadi wewenang 

Pemerintah Daerah namun dalam tingkat Banding wewenang 

penyelesaiannya ada pad a Pengadilan Pajak. 

Keberatan Pajak Daerah diatur datam Pasal 13 dan Pasai 14 

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain mengatur 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Keberatan diajukan kepada Kepala Daerah 

b. Keberatan dapat diajukan terhadap: 

Surat Ketetapan Pajak Daemh (SKPD) 

Sural Ketetapa.n Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT). 

Sural Ketetapan P'liak Daerah Lebih Bayar(SKPDLB) 

Sural Keletapan Pajak Daerah Nibil (SKPDN ). 

Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan 

peraturan Pajak Daerah yang berlaku. 

c. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertaj 

alasan·alasan yang jelas. 
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d. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 

SKPD, tanggal pemotonganlpemungutan kecuali dalam keadaan di 

luar kekuasaannya. 

e. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan 

penagihan. 

f. Keputusan atas keberatan hatus diambil dalam jangka waktu 12 ( dua 

belas) bulan sejak surat keberatan diterima. Apabilajangka waktu telah 

lewat dan Kepala Daerah belum memberi keputusan maka keberatan 

dianggap diterima (dikabulkan), Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat 

menerima atau masih keberatan atas keputusan Kepala Daerah maka 

wajib pajak berhak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. 

Apabila Wajib Pajak tidak puas dengan keputusan atas keberatan 

maka Wajib Pajak sesuai dengan Pasai 27 Undang~Undang Nomor 

28/2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dapat rnengajukan Banding 

ke Pengadilan Pajak. Sementara itu apabila Wajib Pajak merasa tidak puas 

dengan tindakan~tindakan/ keputusanwkeputusan Direktorat Jenderal Pajak 

selain dari keputusan mengenai besarnyajumlah pajak maka Wajib Pajak 

juga dapat mengajukan pennohonan keberatan ke Pengadilan Pajak I 

membatalkan keputusan-keputusan yang dimaksud. Seianjutnya 

permohonan terhadap keputusan Direktorat Ienderal Pajak masih tidak 

puas, prosedur yang harus di . tempuh edalah mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nornor 

28/2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang berbunyi sebagai 

berikat: gugallln Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap : 

a Pe!aksanaan Surat Paksa) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan~ 

atau Pengumuman Lelang; 

b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak 

c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan 

perpajakan 

d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan 

yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata 
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cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan penmdang~ 

undangan perpajak.an hanya dapat diajukan kepada badan peradilan 

pajak 

2.4 Pihak Yang Dapat Mengajukan Gugatan dan Baudiog ke Peugadilan 

Pajak 

Ketentuan mengenai siapa yang dapat mengajukan Gugatan diatur 

dalarn Pasal 41 (I) Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyatakan 

bahwa yang dapat mengajukan Gugatan adalah ; 

l. Penggugat sendiri 

2. Ahli warisnya dalam hal yang bersangkutan telah meninggal dunta 

3. Seorang pengurus dalam hal Penggugat adalah suatu Bada.n 

4, Kuasa Hukum yang ditunjuk oJeh Wajib Pajak yang bermaksud 

mengajukan Gugatan 

Selanjutnya diattlr bahwa apabila selama proses penyelesaian 

gugatan Penggugat mcninggal dunia. maka penyelesaian proses Gugatan 

dapat dilanjutkan oleh Ahli Warisnya, atau Kuasa Hukum dari ahli 

warisnya atau Pengampu da!am hal Penggugatnya mengalami kepailitan 

Datam hal se1ama proses penyelesaian Gugatan Penggugat 

meJakukan penggabungan usaha (merger), pe!eburan, pemecahan atau 

pemeknran usaha atau likuidasi maka penyelesaian gugatan dapat 

dilanjutkan oleh pihak yang menerima tanggung jawab atas terjadinya 

penggabungan. pelebtuan., pemecahan atau pemekaran usaha atau likuidasi 

tersebut. 

Ketentuan mengenai siapa yang dapat mengajukan Banding diatur 

dalam Pasal 36 (I) Undang-Und- Pengadilan Pajak yang menyatakan 

bahwa yang dapat mengajukan Banding adalah : 

I. Pemohon Banding sendiri/ Wajib Pajak 

2. Ahli warisnya dalam hal yang bersangkutan telah meningga.l dunia 

3. Seorang pengurus dalam hal Penggugat adalah suatu Badan 
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4. Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Wajib Pajak yang bermaksud 

mengajukan Gugatan 

Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia 

kepada Pengadilan Pajak. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) 

bulan sejak tanggal dilerima Keputusan Banding, kecuali diatur lain datam 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Terhadap Banding dapat 

diajukan surat pemyataan peneabutan kepada Pengadilan Pajak dan setelah 

dicabut tidak dapat diajukan kernba1L 

Untuk dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak ada 

beberapa persyaratan yang harus dipem.ihi sebagaimana diatur dalam PasaJ 

40 dan 41 undang-undang KUP. Adapun syarat~syarat tersebut adalah : 

I. Gugatan diajukan secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia 

2. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Pajak di Jakarta dengan alamat 

saat ini adalah : 

Gedung AD. Departemen Keuangan RI 

!alan dr. Wahidin No.I Jakarta Pusat: 10710 

3. Jangka waktu pengajuan Gugatan, diatur sebagai berikut 

a. Gugatan terhadap pelaksanaan tagihan pajak adalah 14 (empat 

belas) bari sejak tanggal pelaksanaan penagihan 

b. Gugatan terhadap kaputusan selain yang berkenaan dengan 

pelaksanaan penagihan pajak (poin a) adalah 30 (tiga puluh) bari 

sojak tanggal diterirnanya keputusan yang akan digugat 

Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila tidak dapat 

dipenuhinya jangka waktu tersebut disebabkan keadaan luar biasa 

dan diluar kekuasaan Penggugat. Perpanjangan dapat diberikan 

selama 14 (empat belas) hari sejak berakhimya keadaan luar biasa 

tersebut Terhadap satu pe1aksanaan penagihan atau satu keputusan 

hanya dapat diajukan satu Surat Gugatan. 

Di dalarn Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak terdapat 

pengaturan mengenai bentuk (format) suatu Surat Gugatan. Namun 

demikian dengan memperhatikan ketentuan mengenai Surat Gugatan yang 

ber1aka di luar Pengadilan Pajak, misa!nya Pengadilan Tata Usaha Negara 
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atau Pengadilan Umum maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

menyusun Surat Gugatan adalah sebagai berikut : 

L Harus memuat dengan jelas mengenai jati diri {identitas) Pengugat 

termasuk nama, alamat1 jabatan dan lain·lain yang dianggap per!u, 

Hal ini terkait dengan kepentingan untuk memperrnudah 

komunikasi blla diperlukan dan ini akan sangat membantu 

kelancaran proses penyelesaian 

2. Harus memuat dengan jelas siapa atau pihak mana yang digugat 

3. Harus memuat dengan jelas semua fakta kejadian dan fakta 

hukumnya 

4, Penggugat harus bisa menyusun secara runtut (kronologis) dan 

jelas semua kejadian atau peristiwa itu sehingga. memudahkan 

pemahamannya 

5. Harus memuat alasan-alasan hukum secara tepat dan jelas 

6. Harus memuat secara jelas apa yang dituntut atau diminta 

7. Harus memuat tanggal dibuatnya Gugatan serta tanda tangan dan 

nama jelas penggugat 

Dengan penyusunan Surat Gugatan yang baik dan lengkap 

tentunya akan sangat membantu kelancaran penyelesaja.n sengketa 

tersebut. 

Sedangkan Untuk dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak 

Ada beberapa persyaratan yang hams dipenuhi sebagaimana diatur daJam 

Pasal35 Undang-Undang Pengadifan Pajak. Adapun syarat-syarat tersebut 

adalah: 

a. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia 

b. Sural Banding diajukan kepada Pengadilan Pajak di Jakarta dengan 

alamat saat inl adalah : 

Gedung D. Departemen Keuangan RJ 

Jalan dr. Wahidin No. l Jakarta Pusat: 10710 

Jangka: waktu p:engajuan Banding hams diajukan dalam jangka 

waktu 3 (tiga) bulan sejak. Keputusan atas Keberatan Wajib Pajak 

diterima. Satu Surat Banding hanya dapat diajukan terhadap satu 
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keputusa.n dan Banding harus disertai alasan-alasan yang jelas dan 

dicantumkan tanggal terimanya keputusan yang dibanding. Berikut ini 

adaiah badanlskema penye!esaian sengketa pajak, baik dengan cara biasa 

maupun dengan cara cepat. 
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Pasal 66 Undang~Undang Pengadilan Pajak.. Apabila terdapat kepentingan 

yang sangat mendesak. maka pemeriksaannya dilakukan deogan acara cepat yang 

dilaksanakan oleh Majelis atau Hakim TunggaL Adapun adapun s)'arat 

pemeriksaan dengan acara cepat meliputi beberapa hal yaitu : 

I. Sengketa. pajak tertentu, yailu sengketa pajak yang Banding atau Gugatannya 

tidak memenubi syarat. misalnya tidak diajukan dalam Bahasa Indonesia, 

diajukan tetapi sudah lewat waklu yang seharusnya, yang mestinya diajukan 

satu Sural Banding terhadap suatu keputusan itu tetapi tidak dipenuhi, 

Banding it.u menyangkut besamya pajak tetapi belum dibayar 50% dari utang 

pajak yang harus dibayar, Banding itu di.Yukan oJeh pihak yang tidak berhak 

sesuai dengan Undang-undang, Gugatan yang tidak. diajukan secara tertuUs 

dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diajukan ke Pcngadilan Pajak, 

dan lain s:ebagainya. 

2. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surnt 

gugatan diterima.. 

3. Tidak dipenuhinya syarat fonnai Putusan Pengadilan Pajak. atau terdapat 

kesalaha.n tulis dan/atau kesalahan hitung dalam Putusan Pengadilan Pajak. 

4. Sengk:eta yang berdasarkan pertimhangan hukum bukan merupakan 

wewenang Pengadilan Pajak. 

Selain berlaku acara eepat dalam hukum acara Pengadilan Pajak juga 

berlaku huk:um aeara biasa. Perbedaannya dalam pemeri!c3aan acara biasa hanya 

dapat dilakukan oleh Majelis Hakim dan diatur dalam Pasal 49 dan pasal 64 

Undang-Undang Pengadilao Pajak. Pemeriksaan dengan acara biasa dUakukan 

dalam hal Surat Permohonan Banding telah memenuhi persya.ratan formal yaitu : 

!. Surat Banding diajukan dalam Bahasa Indonesia 

2. Surat banding diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak 

keputusan yang dibanding diterima. 

3. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan l (satu) Sural Banding. 

4. Pajak Terutang telah dibayar lunas sebesar 50% (lima puluh persen) 

dengan melampirkan bukti pelunasan. 

5. Syarat lainnya yang dirnuat dalam Pasal36 dan Pasal37 Undang-Undang 

Pengadilan Pajak. 
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Pemeriksaan Gugatan dengan acara biasa di1akukan apabila Gugatan telah 

memenuhi persyaratan fonnal yaitu ; 

L Surat Gugatan diajukan dalam Bahasa Indonesia 

2. Surat Gugatan terhadap pelaksan.aan penagihan diajukan dalam jangka 

waktu 14 (em pat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. 

3. Terhadap sdain Gugatan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima 

keputusan yang digugat 

4. Terhadap 1 {satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 

1 (satu) Surat Gugatan 

5. Syarat Lainnya yang dimuat p.ada Pasal 41 Undang-Undang Pengadilan 

Pajak, 

2.5 PENIN.JAUAN KEMBALI (PIQ 

2~5.1 Das.ar Hukum Peninjauan Kerobali (PK) 

Peninjauan KembaJi (PK) merupakan upaya hukum di !ingkungan 

Pengadilan Pajak. Pada era Majelis Pertimbanga.n Pajak (MPP) maupun 

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). upaya hukum ini tidak 

dikenal. Hal ini dapat dimengerti karena kedua lembaga peradilan pajak 

tersebut tidak berpuncak ke Mahkamah Agung. Peninjauan kembali adalah 

upaya hukurn luar biasa karena tidak semua sengketa pajak bisa 

menggu.nakan upaya bukum ini. 

Ketentuan rnengenai PeniQiauan Kembali diatur dalam Undang~ 

Undang Pengadilan Pajak yaitu : 

a, Pasal 77 ayat (3 ), yang berbunyi : pihak-pihak yang bersengketa 

dapat rnengajukan Peninjauan KembaJi atas Putusan Pengadilan 

Pajak kcpada Mahkamah Agung. 

b. Pasa1 89, yang berbunyi : pennohonan Peninjauan Kembali 

hanya dapat diajukan l (satu) kali kepada Mahkamah Agung 

melalui Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali 

tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaen putusan 

Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali dapat 

dicabut sebelum diputus dan da1am hal sudah dicabut 
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Permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diajukan 

lagi. 

c. Pasal 90, yang berbunyi : hukum acara yang berlaku pada 

pemeriksaan Peninjauan Kemhali adalah hukum acara 

pemeriksaao Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam 

Undang~Undang Nomor i4 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung. kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang 

ini. 

OJeh karena itu Peninjauan Kembali menjadi wewerumg 

Mahkamah Agung. Sebagai pelaksanaan Pasal 77 (3) juncto Posal 90 

Undang-undang Pengadilan Pajak, pihak Mahkamah Agung telal\ 

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nornor 3 

Tahun 2002 Tanggal 23 Oktober 2002 mengenai Tata Cara Pengajuan 

Permohonan Peninjauan Kern bali Putusan Pengadilan Pajak. 

2.5.2 Tata Cara Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) 

Ketentuan yang menjadi dasar untuk mengajukan Peninjauan 

Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 77 ayat (3) 

Undang~Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pihak-pihak 

yang bersengketa mengenai Putusan Pengadilan Pajak dapat mengajukan 

Peninjauan Kembali atas putusan itu kepadaMahkamah Agung. 

Ketentuan mengenai pengajuan Peninjauan Kemhali ini lebih 

lanjut dialur dalarn Pasal 89 sampa:i dengan Pasal 9J Undang-undang 

Peogadilan Pajak yang pada pokokoya mengatur hal-hal sebagai berikut: 

I) Permol\onan Peninjauan Kern bali kepada Mahkamab Agung hanya 

dapat diajukan 1 (satu) kali saja dan harus diajukan melalui Pengadilan 

Pajak 

2) Permohonan Pcninjauan Kembaii tidak menangguhkan atau 

menghentikan peJaksanaan putusan Pengadilan Pajak 

3} Permohonan Peninjauan Kernbali dapat dicabut sebelum diputus dan 

apabila sudah dicabut maka tidak dapal diajukan kern bali. 

Selanjutnya mengenai Hukum Acara yang berfaku dalam 

pemeriksaan Peninjauan Kcmbali ini adalah Hukurn Acara Pemeriksaan 
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yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung. terkecuali yang diatur secara khusus dalam Undang­

Undang Pengadilan Pajak. Dengan dernildan maka da1am hal seperti itu 

ada kemungkinan berlakunya dua hukum acara pemeriksaan. misalnya 

untuk putusan Pengadilan Pajak yang diambil melalui Pemeriksaan Acara 

Bias a. 

Meskipun pada dasamya tldak ada pembatasan rnengenai macam 

putusan PengadiJan Pajak yang dapat diajukan Peninjauan Kembah namun 

dalarn hal ini terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa permohonan 

Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan bilamana didasarkan pada 

alasan tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 Undang-undang 

Pengadilan Pajak yaitu : 

1) Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan 

atau tipu rnuslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya 

diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim 

Pidana. dinyatakan palsu. 

Selanjutnya ditentukan bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang 

didasarkan alasan tersebut diatas harus diajukan dalam jangka waktu 

paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan 

atau tipu mus:lihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan Pidana 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

2) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat 

menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di 

Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda 

Pengajuan Peninjauan Kembali untuk putusan yang diclasarkan atas 

alasan tersebut diatas hams diajukan dalarn jangka waktu 3 (tiga) bula 

terhitung sejak diketemukannya surat-surat bukti yang hari dan tanggal 

diketemulolnnya barus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh 

Pejabat yang berwenang. 

3) Apabila terjadi telah dikahulkan suatu hal yang tidak dituntut a!au 

lebih dari pada yang dituntut kecuali untuk perkara yang diputus 

pengadilan Pajak dengan putusan: 
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a. Mengabu(kan sebagian atau seluruhnya 

b. Menambah pajak yang harus dibayar 

4) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa 

dipertimbangkan sebab-sebabnya, atau 

5) Apabila putusan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Permohonan Peninjauan Kembali untuk putusan yang didasarkan 

atas alasan pada angka 3, 4, dan 5, tersebut di atas hams diajukan dalam 

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim. 

Selanjutnya juga terdapat ketentuan mengenai jangka waktu 

penyelesaian pennohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimuat dalam 

Pasal 93 Undang-undang Pengadilan Pajak, sebagai berikut: 

a. Dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui 

Pemeriksaan Acara Biasa maka Mahkamah Agung harus 

memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali dalam 

jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pennohonan Peninjauan 

Kembali diterima oleh Mahkamah Agung 

b. Dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui 

Pemeriksaan Acara cepat maka Mahkamah Agung harus 

memeriksa dan memutus permohonan kern bali dalam jangka waktu 

1 (satu) bulan sejak pennohonan Peninjauan Kern bali diterima oleh 

Mahkamah Agung 

Namun demikian., tidak terdapat ketentuan yang mengatur 

mengenai konsekuensi apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat 

dipenuhi. Selain itu putusan atas pennohonan Peninjauan Kembali harus 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

Kemudian sebagai peraturan pelaksanaan seperti disebutkan di 

muka, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2002. Hal ini dianggap perlu dilakukan karena 

belum ada ketentuan yang mengatur tata cara pengajuan pennohonan 

Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan ke Mahkamah Agung dan juga 

prosedur penyelesaiannya. 
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Adapun tata cara permohonan Peninjauan Kembali diatur sebagai 

bcrtkut: 

a. Permohonan Peninjauan Kembali barus diajukan secara. tertulis oleh 

Pemohon, Ahli Waris, atau Kuasa Hukumnya yang ditunjuk secara 

khusus untuk itu 

b. Pennohonan Peninjauan KembaH harus menyebulkan secara jelas 

afasan~alasannya dengan dilarnpiri bukti-bukti yang mendukungnya 

c. Pennohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Mahkamah Agung 

rnelatui Pengaditan Pajak. Akan tetapi apabiia ditempat tinggal 

Pemohon Peninjauan Kembali tidak terdapat Pengadllan Paja~ maka 

permohonan diajukan rnelalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

dimana Perrnohonan bertempat tinggaL Apabila di tempat tinggal 

Pemohon tidak terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka 

permohonan dapat diajukan meialui Pengadilan Negeri di tempat 

tinggat atau tempat keduduka:n Pemohon: 

Panitera Pengadilan yang menerima permohonan Peninjauan Kembali 

harus meneruskan permohonan itu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 

sejak akta pennohonan Peninjauan Kembali ditandatangani. Paniteta 

Pengadilan wajib membubuhkan cap, tanggal dan hari diterimanya 

Permohonan Peninjauan Kembali di at;3s sural 

d. Pemobon membayar tunas panjar biaya perkara sesuai yang ditentukan 

dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang ditetapkan 

Mahkamah Agung 

e. Permohorum Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu 90 

(sembilan puluh) hari sejak 

1. Diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui 

setetah perkaranya diputus oleh Pengadilan Pajak atau 

didasarkan pada bukti~bukti yang kemudian dinyatakan palsu di 

Hakim Pidana 

2. Diketemukan surat-sumt bukti-bukti tertulis yang baru yang 

bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap 

persidangan di Pengadilan Pajak aktrn menghasil.kan putusan 

Untversitas Indonesia 

Tinjauan Yuridis..., Susandi, FH UI, 2009



65 

yang berbeda. Penemuan bukti-bukti harus menyebutkan hari 

dan tanggal ditemukannya dinyatakan dibawah sumpah serta 

disahkan oleh Pejabat yang berwenang,. 

3, Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak yang 

berlsi putusan yang mengabulkan melebihi dari yang ditunlut, 

kecuali bila putusan diputus dengan amar putusan mengabulkan 

sebagian atau seluruhnya atau menambah pajak yang harus 

dibayar. 

2.5.3 Proses Penyelesaian Peninjau.an Kembali 

Ketentuan mengenai pemberkasan diatur dalam Pasal 4 Pernturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 t.ahun 2002. Menurut ketentuan tersebut 

Berkas Permohona.n Peninjauan KembaTi disampaikan kepada Direktur 

Tata Usaha Negara-Mahkamah Agung, dalam keadaan te!ah dijahit I dijilid 

I disusun secara balk dalam bentuk dan urutan yang ditentukan dalam 

Bunde! A dan Bunde! B, dengan penjelasan Iebih ian jut sebagai berikut : 

a. Bundel A 

Bunde! ini rnerupakan hinlpunan surat-surat yang meliputi Surat 

Banding atau Gogatart, dan semua kegiatan atau proses persidangan 

atau pemeriksaan sengketa yang disimpao di Pengadilari Pajak yang 

terd1ri dari : 

l. Surat Permohonan Banding atau Gugatan 

2. Surat Uraian Banding atau Sural Tanggapan 

:3. Surat Banrahan 

4, Surat Penetapan Penunjukkan Majeiis atau Hakim 

5, Rencana Urnum Sidang (RUS) 

6. Surat Pemberitahu~ Surat Panggilan~ Surat Undangan Sidang 

7. Berita A cam Sidang 

8, Surat Kuasa dari kedua belah pihak ( jika menggunakan Kuasa) 

9. Lampiran~lampiran surat yang diajukan kedua belah piliak 

10. Surat bukti Permohonan Banding atau Penggugat dan T erbanding 

afllu Tergugut 
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11. Salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak 

12. Surat-surat iainnya yang mungkin ada 

b. Bundel 8 

Bunde! ini disimpan di Mahkamah Agung yang merupakan himpunan 

surat~surat sengketa yang terdiri dari : 

l. Salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak 

2. Bukti pengiriman satinan resmi Putusan Pengadilan Pajak kepada 

para pihak 

3. Aleta pennohonan Peninjauan Kern bali 

4. Surat pennohonan Peninjauan Kembali yang berlsi alasan dan/ atau 

diJampiri dengan bukti~bukti 

5. Tanda terima permohonan Peninjauan Kembali 

6. Surat Kuasa Khusus dalam hal permohonan Peninjauan Kembali 

diajukan bukan oleh yang bersangkutan atau ahli warisnya dan harus 

memenuhi syarat~syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang~ 

undang PengadiJan Pajak yang mengatur mengenai Kuasa Hukum 

7. Surat pemberitahuan dan pengesahan salinan pennohonan 

Peninjauan Kembafi kepada pihak lawan 

2.5.4 PrakkkProses Penyelesalan Peninjauao KembaH 

Proses penyeJesaian Peninjauan Kembali di Mahkarnah Agung 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. Berkas pennohonan Peninjauan Kembali yang teJah disusun dalam 

Bundel A dan Bundel B, oleh Panitera Pengadilan Pajak disampaikan 

kepada Direktur Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. Direktur Tata 

Usaha Negara menerima dan mencatat dalam buku register yang 

dibedakan menurut: 

-UntukAcara Billsadengan kode; No .... .IBIPKIPJKI ........ . 

-Untuk Acara Cepat dengan kode: No ... ./CIPKIPJKI ........ . 

b. Berkas permohonan Peninjauan Kembali yang telah lengkap oleh 

Direldur Tata. Usaha Negara diajukan kepada Ketua Mahkatnah Agung. 

Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung akan menetapkan Majelis Hakim 
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Agung yang ditugaskan memeriksa perkara permohonan Peninjauan 

Kembali tersebul 

Untuk perkara pennohonan Peninjauan Kembali terbadap putusan 

Pengadilan Pajak yang dilakukan meialui Pemeriksaan Acara Biasa. maka 

Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Pajak untuk 

mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segaia keterangan dan 

pertimbangan dari Pengadilan Pajak. Sedangkan untuk perkara 

permohonan Peninjauan KembaH terhadap putusan Pengadilan Pajak yang 

dilakukan melalui Pemerlksaan Acara Cepat dan Mahkamah Agung 

berpendapat harus dilanjutkan Ire pemeriksean materi, maka Mahkamah 

Agung akan mengeluarkan Putusan Seta yang memerintahkan Pengadilan 

Pajak untuk melakukan pemeriksaan materi sengketa. Kemudian putusan 

atas sengketa beserta berkas perkaranya dikirim kembali ke Mahkamah 

Agung. Dalam hal demikian, maka jangka wal<tu 6 (enam) bulan bagi 

penyelesaian permohonan Peninjauan Kern bali dihitung sejak diterimanya 

hasil pemeriksaan tambahan dan pertimbangan. 

Pada tahap akhir penyelesaian, Majelis Hakim Agung akan 

mengadakan sidang untuk mengambil putusan berdasarkan data dan 

keterangan yang ada. Mahkamah Agung hams mengirimkan salinan 

putusan atas pennohonan Peninjauan Kembali beserta berka.s perkaranya 

kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu JO (tiga pulub) hari. 

Se1anjutnya Pengadilan Pajak harus rnenyampaikan saJinan putusan 

Mahkamah Agung tersebut kepada Pemohon dan Pihak Lawan (Ditjen, 

Pajak, Ditjen, Bea dan Cukai, serta Pemerintah Daerah) dalam jangka 

walrtu 30 (tiga puluh) hari dan rnengirimkan bukti pemberitahuan putusan 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. 

Z.o PEMBAHASAN POKOK PERMASALAHAN 

2.6.1 K<dudukau Kuasa Hukum Yamg Beracan di Pengadilan Pajak 
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Saat init penyelesaian permasalahan sengketa di bidang perpajakan 

telah memiliki sarana dengan adanya Pengadilan Pajak, sebe1um 

Pengadilan Pajak hadir, masalah sengkel.a pajak diselesaikan Majelis 

Pertimbangan Pajak yang kemudian berkembang menjadi Badan 

Penyelsaian Sengketa Pajak (BPSP). lladirnya Pengadilan Pajak 

menimbulkan kerancuan mengingat obyek sengketa pajak adaiah Sural 

Ketetapan Pajak (SKP) yang masih merupakan lingkup obyek Peradilan 

Tata Usaha Negara (PTUN). 

Apabila dikaitkan dengan lingkungan peradilan yang ada, 

Pengadilan Pajak merupakan suatu pengkhususan di lingkungan Peradilan 

Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9A Amandernen 

Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 

9 Tahun :2004). Oleh karena itu untuk maju ke Pengadilan Pajak harus 

memerlukan Surat Kuasa Khusus yang membedakanoya dari Surat Kuasa 

yang tercaotum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang 

Advokat. Pengaturan mengenai Surat Kuasa Khusus terdapat dan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadllan 

Pajak. 

Sebagian telah dijelaskan di depan bahwa Pengadilan Pajak adalah 

Pengadilan yang mengemban kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur 

dalam Pasa~ 24 UUD 1945. Yang menjadi tempat untuk mencari keadilan 

mengenai sengketa perpajakan. Dalam Pengadflan tersebut Wajih Pajak 

daJam posisi mengajukan Banding! Gugatan atas keputusan pemerintah 

(Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan 

Oubemur), dalam bat ini yang mempunyai ototitas perpajakan. Karena itu 

para piliak yang mencari keadilan baik dad Wajib Pajak maupun darl 

pihak pemerintah yang tidak dapat hadir sendlri untuk beracara di 

Pengadilan Pajak dimungkinkan dapat diwakili ofeh seorang atau lebih 

Kuasa Hukum. 

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 06/PMK.OI/2007 Tentaog Persyaratan Untuk Menjadi 
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Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak, Kuasa Hukum adalah orang 

perorangan yang telah. mendapat ijin menjadi Kuasa Hokum dari Ketua 

Pengadilan Pajak dan mernperoleh Surat Kuasa Khusus dari pihak-pihak 

yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan atau mewakili mereka 

dalam berperkara pada Pengadilan Pajak. Untuk dapat memtuki ijin Kuasa 

Hukum. orang perseorang.an harus menyampaikan permohonan secanl 

tertulis kepada Ketua melalui Seketariat Pengadilan Pajak dengan 

menggunakan dan mengisi fonnulir permohonan sebagaimana yang 

ditetapkan oJeh Peraturan Menteri Keuangan. 

Menurut Pasal34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang 

Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : para pihak yang bersengketa 

masing-masing dapat djdrunpingi atau diwakili oJeh satu atau lebih Kuasa 

Hukum dengan Surat Kuasa Khusus. Untuk menjadi Kuasa Hukum harus 

dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut; 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang 

peraturan perundang~undangan perpajakan 

c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh menteri 

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, Wajib 

Pajak dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mendampingi/mewakili Wajib 

Pajak da!am proses Banding. Syarat-syarat untuk menjadi Kuasa Hukum : 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

3. Persyaratan lain yang ditentukan Menteri Keuangan Mengacu pada 

peraturan tersehut, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa yang 

bukan pegawainya dengan Surat Kuasa Khusus dengan syarat~syarat 

sbb; 

a. Menyerahkan asH surat kuasa khusus yang bermaterai yang memuat : 

l) Nama dan aJamat serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib 

Pajak pemberi kuasa; 

2) Nama. alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima kuasa. 
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3) Bidant.ifcakupan hak/kewajiban perpajakan tertentu yang 

dikuasakan Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada penerima 

kuasa yang bersangkutan 

b. Menguas.ai ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan. 

Persyaratan ini terpenuhi apabila telah memperoleh pendidikan 

di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan memiliki ; 

1) Brevet yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak atau; 

2) Ijaz.ah formal pendidikan di bidang perpajakan yang diterbitkan 

oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan status 

disamakan dengan negeri 

c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajalam atau tindak pidana lain di bidang keuangan Negara. 

Tata. Cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar sebagai 

Kuasa Hukum Pengadilan Pajak : 

l. Bagi Kuasa Hokum Pengacara : 

- Warga Nega.ra Indonesia. Pengacara (berlisensi}, Sebagai Ahli 

Pajak. memiliki NPWP atau form 1721 Al dari pemberi kerja 

- Mendaftarkan diri ke sekretariat Pengadiian Pajak (mengisi 

fonnulir yang telah disediakan) dengan melamp!rkan saHnan 

dokumen yang telah diJegaJisir 

• KTP 

- Surat ljin Praktek Pengacara 

• 8revet Pajak/ Jjasah NPWP atau furm !721 Al dari Pemberi 

kerja. 

• Pas Photo 2 x 3 2 lembar 

2. Bagi Kuasa Hukum yang bukan pengacara : 

• Syarot yang harus dipenuhi : WNI, Sebagai Ahli Pajak, 

Memiliki NPWP atau Form 1721 Al dari pemberi kerja. 

- Mendaftarkan diri ke sekretariat pengadilan pajak (mengisi 

formulir yang telah. diS(:diakan) dengan melampirkan salinan 

dokumen yang teiah dilegalisir 
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SeJain dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. ketenluan rnengenai 

persyaratan dan prosedur mengenai permohonan di atur daiam Pasal 2 

Peratllran Mcnteri Keuangan Nomor 06/PMK.Ol/2007 tentang 

Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak 

yang berbunyi: 

L Untuk dapat menjadi kuasa hukum orang perseorangan harus 

rnemenuhi persyamtan sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia (WNI); 

b. Memiliki ijin kuasa hukllm sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 

32 Undang~undang Pengadilan Pajak yang ditetapkan dengan 

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak; 

c. Memiliki Surat Kuasa Khusus yang asli dari pihak yang 

bersengketa untuk mendampingi atau mewakili mereka 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang 

Pengadilan Pajak dalam berperkara pada Pengadilan Pajak; 

d. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; 

e. Berijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang 

terakreditasi oleh instansi yang berwenang; 

f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan 

Berkelakuan Baik (SKKB) dari Kepolislan Negara Republik 

Indonesia (POLRI) atau instansi yang berwerumg; dan 

g. Mempunyai Nomor Wajib Pajak (NPWP). 

(2) Untuk dapat memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak 

mengenai ijin kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, omng perseorangan harus rnenyampaikan secara tertulis 

kepada Ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak dengan 
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menggunakan dan mengisi fonnulir perrnohonan sebagaimana 

ditetapkan dalarn Lampiran J Peraturan Menteri Keuangan ini. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) barus dilampiri 

dengan: 

a. Daftar riwayat hidup dengan mengisi folmulir Daftar Riwayat 

Hidup sebagaimana ditetapkan dalam Larnpiran ll Peraturan 

Menteri Keuangan ini; 

b. Folocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI yang telah 

dilegalisir dari instansi yang berwenang; 

c. Fotocopi ijazah Sarjana atau Diploma lV dari perguruan tinggi 

yang terakreditasi oleh instansi yang betwenang yang teiah 

dilegalisir; 

d. Fotooopi tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian 

tentang peraturan perondang-undang perpajakan yang telah 

di[egalisasi oleh instansi yang berwenang; 

e. Fotocopy NPWP yang telah dilegalisir oleh instansi yang 

berwenang; 

f. Asll SKKB dari POLRI atau instansi yang berwenang~ dan 

g. Pas Photo rerakhir pernotton berukuran 2 x 3 em sebanyak 2 

(dua) lembar. 

(4) Tanda bukti pengetabuan yang luas dan keahiian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) huruf d dan ayat (3) huruf d dibul<tikon 

dengan melampirkan ; 

a. Fotocopi ljazall!Sertifikal Brevet Pajak atau ljazah/Sertifikat 

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari lembaga 

yang terakreditasi dan diakui oleh instansi yang berwenang 

yang Ieiah dilegalisir; 

b. Fotocopi surat lzin Konsultan Pajak yang masih berlaku yang 

Ieiah dilegalisir untuk yang berprafesi sebagai Konsultan 

Pajak; dan atau 

c. Fotoeopi Sertilikat Diploma Ill (tiga) pajak/kepabeanan dan 

cukai/akuntansi atau yang dipersarnakan dari lembag:a yang 
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terak:reditasi dan diakui da.lam menyelenggaraka.n pendidikan 

serupa yang telah dilegalisir. 

(5) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

tidak dilampirkan seba.gai persyaratan da.lam penyampaian 

permohonan untuk memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak 

mengenai izin kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

(3), dan (4). 

Dalam hal adanya Gugatanl Bandlng terhadap Tcrgugatl Termohon 

Banding {Dirjen, Pajak, Dirjen Bea dan Cukai. serta Gubernur). Tergugatl 

Termohon Banding dapat menunjuk Kuasa Hukumnya untuk rnaju ke 

proses Pengadilan Pajak. Kuasa hukum Tergugat/ Tennohon Banding 

biasanya diwakili oleh Pejabatl pegawai dengan Sural Tugas. Oalam 

praktek, ada hal yang berbeda dilihat dari Surat Kuasa Khusus jika 

dibandingkan dengan Surat Surat Togas dari pihak Penggugatl Pemohon 

Banding. Surat Kuasa Khusus bagi pegawai Dirjen Pajak, daiam praktek, 

biasanya diganti dengan surat tugas tanpa melerai. Hal ini berbeda dengan 

Penggugatl Pemohon Banding, Surat Kuasa Khusus untuk Kuasa Hukum 

Penggugat/ Pernohon Banding. Surat Kuasa Khusus untuk Kuasa Hukum 

Penggugatf Pernohnn Banding harus bermeterai dan Kuasa Hukum yang 

bersangkutan harus menda:pat ijin praktek d~i Ketua: Pengadilan Pajak. 

Masalah berikutnya yang bisa dipertanyakan adalah Surat Tugas 

Jtu bis.a menggantikanl berkedudukan sama dengan Surat Kuasa Khusus. 

Praktek selama ini di Pengadilan Pajak, Sumt Tugas itu di anggap sama 

kedudukannya dengan Surat Kuasa Khusus. Kami sependapat dengan hal 

ini karena pertimbangan--pertirnbangan sebagai berikut ; 

!. Kedudukan Sural T\lgas tersebut tidak pemah dipennasalahkan 

di Pengadilan Pajak bahkan sampai tingkat Peninjauan 

Kern bali 
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2. Surat Tugas itu menugaskan Pegawai dari Tergugatl Tennohon 

Bandingt hal ini bisa di artikan bahwa Tergugat/ Termohon 

Banding itu hadir sendiri di Persidangan. 

3. Bahwa wakil dari Tergugatl Termohon Banding ditunjuk 

tersebut sclalu mereka yang incharge/ bertugas di bidang yang 

mengurus perkara Keberatan/ Banding, artinya ini bisa di 

anggap sebagai orang yang ahli pajak juga. Dengan demikian 

juga setara dengan Kuasa Hukum. 

Menurut kami, yang perlu di perhatikan adalah seyogyanya Surat 

Tugas itu diberi Meterai sama seperti Surat Kuasa Khusus mengingat 

Surat Tugas itu merupakan dokumen yang tidak tergolong dalam dokumen 

yang tercantum dalarn Pasal 4 Undang·Undang Nnmor 13 Tahun 1985 

Tentang Bea Meterai 

2.6.2 Perbu.ndiogan Kuasa Bukum Yang Beracara Di Peugadilan Pajak 

Menurut Undaog-Uudang Nomor 14 Tabun 2002 Ten tang Pengadilan 

Pajak Deugau Kuasa Hukum Yang Beracara Di Pengadilao Umum 

Meonrut Undang-Undang Nomor 18 Tabun 2003 Tentang Advokad 

Pengaturan proses beracara di Pengadilan Pajak diatur daiam 

Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Peradilan Pajak. Untuk itu. 

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak yang mengatur siapa~siapa saja yang 

dapat beracara di Pengadilan Pajak sudah berdasarkan undang-undang. 

penga.turan yang dipak:ai soal Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak adalah 

Undang-Undang Peradilan Pajak, dan bukan Undang-Undang Advnkat 

Oleh karen a itu bisa dikatakan bahwa Undang-U ndang Pengadilan Pajak 

adalah lex spesialis dari Undang-Undang Advokat. Di Iilla! dari Undang­

Undang Pengadilan Pajak izin menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak 

semua ditentukan oleb Ketua Pengadilan Pajak. Misalnya saja, untuk 

mendapatkan surat ijin. syaratnya harus memiliki pengalaman di bidang 

perpajakan. Atau paling tidak, untuk mengajukan diri menjadi pengacara 
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yang dapat beracara di Pengadilan Pajak harus memiliki Jatar belakang 

pendidikan akuntansi atau perpajakan. 

Dalam Pasal 32 UU Pengadilan Pajak terscbut dikatakan bahwa 

Pengadilan Pajak selain mcmiliki kewenangan memeriksa dan 

mernutuskan sengketa pajak., juga berwenang mengawasi Kuasa Hukum 

yang memberi bantuan hukum dalam sidang perpajakan. Selanjutnya. 

pengawasan terhadap kuasa hukum sebagaimana disebutkan di atas. diatur 

lebih lanjut dengan Keputusan Pengadilan Pajak. Atas dasar itulah, 

akhirnya Ketua Pengadilan Pajak mempunyai kewenangan untuk 

menentukan siapa~siapa saja yang bisa beracara di Pengadilan Pajak. 

Mengenai pengawasan yang dijadikan aeuan Ketua Pengadilan Pajak 

mengatur siapa saja yang bisa beracara di Pengadiian Pajak bukan tidak 

mungkin dapat menimbutkan pengaruh negatif kepada kuasa hukurn 

pemberi bantuan hukum yaitu psikologis si pemberi bantuan berada dalam 

suatu tekanan, sehingga kebebasan untuk membela menjadi tidak terjamin. 

Oleh karena itu proses beracara di Pengadilan Pajak bertentangan 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat karena -izin 

pemberian jasa hukum atau Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak tidak 

merujuk kepada Undang-Undang Advokat, melainkan hanya pada 

Undang-Undang Pengadilan Pajak berdasarkan Keputusan Ketua 

Pengadilan Pajak. Selain ltu, Ketoa. Pengadilan Pajak tidak mewajibkan 

pemberian kuasa untuk beracara di pengadilan tersebut kepada seorang 

advokat. Biasanya, Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terhadap 

Sura! Ketetapan Pajak Terhutang (SPT), hanya memberikan kuasa pada 

konsuitan pajak,. yang notabcn.e bukan pengacara. Dengan kata lain 

seorang pengacara yang sudah memiliki izin praktek advokat. belum tentu 

bisa berpraktek di Pengadilan Pajak. Dari ha[ tersebut di atas dapat di 

sirnpulkan bahwa Kuasa Hukum rnenurut Unda.ng~Undang Nomor 18 

tahun 2003 tentang Advokat tidak berlaku. Karena untuk berpraktek di 

Pengadilan Pajak ditentukan Ketua l'engadilan Pl\iak 
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Pasal i angka l dan 2 UU Advokat menyatakan seorang advokat 

sebagai pemberi jasa konsultasi hukum. bantuan hukum, menjalankan 

kuasa. mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan b.ukum 

lain untuk kepentingan hukum kiien di daiam dan di luar pengadilan sesuai 

UU tersebut Kriteria tersebut mcnjadi elemen peoting bagi Pasal 31 

Undang-Undang Advokat Adagium lex spesialis derogal lex generalis 

ternyata berlaku juga terhadap undang-undang ini. Hal ini terindikasi 

dengan metihat Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.l4 tahun 2002 

tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi : Syarat-syarat untuk menjadi 

Kuasa Hukum : 

J. Warga Negara Indonesia 

2. Mempunyai pengetahuan yang Juas dan keahlian tentang peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

3. Persyaratan lain yang ditentukan Menteri Keuangan Menga.cu pada 

peraturan te.rsebut, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa 

yang l:mkan pegawainya 

Pad a pas.al tersebut tidak ada ketentuan yang mensyaratkan adanya 

surat izin Advokat bagi kuasa h.ukum yang mendampingi para pihak di 

Pengadilan Pajak Selain itu pada Pasal 32 ayat (I) UU Pengadilan Pajak, 

juga dikatakan fungsi pengawasan terhadap kuasa hukum dibebankan pad a 

Pengadilan Pajak. Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak mewajibkan 

Kuasa Hukum untuk mengantongi izin Advokat sebagaimana diatur 

Undang-Undang Advokat. Selain itu, dalam Undang-Undang Advokat 

juga tida:k rnenjelaskan status dari fungsi pengawasan oleh Pengadilan 

Pajak, apakah setingkat atau lebih tinggi dari pengawasan yang diiakukan 

oleh organisasi Advokat atau berada di luar cakupan Undang-Undang 

Pengadilan Pajak. Karena Kuasa Hukum menurut Undang-Undang 

Advokat mempunyai organisasi yang mengawasi Kuasa Hukum, selain itu 

Kuasa Hukum yang bersangkutan juga tunduk pada kode etik profesi. 

Berbeda dengan Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak. menurut Pasai 9 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06!PMK.O l/1007 tentang Persyaratan 
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Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak menyebutkan : 

(1) Dalam hal Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l8 tidak 

mentaati dan atau mclanggar peraturan perundang-undangan 

perpajakan, termasuk Undang~Undang Pengadilan Pajak, Ketua 

Pengadilan Pajak dapat mencabut Keputusan Pengadilan Pajak tentang 

lzin Kuasa Hukum yang masih berlaku yang dirniliki oleh Kuasa 

Huk.tnn dimaksud. 

(2} Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dilakukan 

dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Pencabutan Izin 

Kuasa Hukum, 

Seseorang dapat menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak 

apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan di bidang perpajak.an 

yang diindikasikan dengan brevet dan akan berada di bawah pengawasan 

pengadilan pajak. Hal ini diatur dalam UU Pengadilan Pajak. Meskipun 

dapat saja dipergunakan adagium lex posteriori derogal lex aposteriori, 

tetapi akan menjadi riskan, karena UU Advokat mengatur praktek pemberi 

ja.sa hukum secan1 umum sedangkan p.asal pada Undang-Undang 

Pengadilan Pajak. mengatur praktek pemberi jasa hukum dalam ruang 

Ungkup Jebih sempit yaitu di Pengadilan Pajak. 

Berda.sarkan penjelasan di atas, penulis akan memaparkan 

beberapa peraturan perundang-undangan lain seperti pada undang-undang 

Tinda.k Pidana Korupsi dan Mahkamah Konstitus~ maka terlihat hanya 

Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mencantumkan mekanisme 

pengawasan terhadap kuasa hukum (pengacara) yang berpraktek di 

pengadilan tersebut. Undang-Undang No.30 TallUn 2002 tentang Tindak 

Pidana Korupsi pun tidak memberikan kewenangan kepada Penga.dilan 

Korupsi untuk melakukan pengawasan terhadap kuasa hukum 

sebagaimana hal tersebut diamanatkan oleh UU Pengadilan Pajak. 
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Mahkamah Konstitusi juga tidak mensyaratkan kriteria kuasa 

hukum yang dapat beracara di depan Majelis harus memiliki pengetahuan 

luas dan ahli tentang masa\ah tata negara. Padahal sesungguhnya, masalah 

korupsi dan ketatanegaraan pun tidak kalah peliknya dengan perpajakan. 

Oleh karena itu pengawasan Kuasa Hukum oleh Pengadilan Pajak harus 

diakui menimbulkan pertanyaan tersendiri. Ini dikarenakan badan 

Peradilan Pajak secara realitas yuridis memiliki kewenangan khusus 

dibandingkan badan peradilan Jain yang tercantum dalam Pasal24 ayat (2) 

UUD 1945, seperti peradilan umum dan Mahkamah Konstitusi. Jika 

demikian adanya, maka nasib dunia hukum akan mengikuti jejak langkah 

dunia pendidikan yang kebijakannya selalu mengikuti arah angin 

berhembus. Para Advokat pun akan bemasib bak buih di tengah lautan, 

selalu terombang-ambing tak tentu arab. 

Permasalahan terjadi ketika seorang pengacara yang hanya berada 

di bawah pengawasan Pengadilan Pajak digugat di Pengadilan Negeri oleh 

kliennya karena perbuatan melawan hukum. Meski Advokat dilindungi 

oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam 

menjalankan profesinya tetapi bagaimana dengan pengacara pajak yang 

dituduh kliennya melakukan hal tersebut 

Secara eksplisit. terlihat bahwa yurisdiksi UU Advokat tidak. 

mencakup Pengadilan Pajak. Ketiadaan izin seorang konsultan hukum 

sesuai Undang-Undang Advokat tidak akan melanggar Undang-Undang 

tentang Pengadilan Pajak untuk menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan 

Pajak. Tetapi, apabila seseorang yang memiliki izin Advokat namun tidak 

memenuhi persyaratan Pasal 34 ayat (2), bisa mengakibatkan Pengadilan 

Pajak menolak orang tersebut beracara disana 

Kualifikasi, pengetahuan, dan keahlian tentang perundang­

undangan perpajakan paling tidak harus diindikasikan dengan bukti brevet 

yang diperoleh dengan mengikuti kursus di lembaga khusus peradilan 
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Pajak. Apa yang terjadi kalau suatu kantor hukum karena biasa mengurus 

segala permasalahan ldiennya tiba-tiba dalam waktu singkat dirninta 

mengajukan gugatan ke Pengadltan Pajak, sementara tidak ada seorang 

pun di kantor tersebut memiliki ijtn Kuasa Hukum? 

Dalam hal ini kantor hukum yang bersangkutan jelas tidak bisa 

memberikan jasa kepada kliennya1 karena untllk beracara di Pengadilan 

pajak seorang Advokat harus mempunyai ijin beracara di Pengadilan Pajak 

dari keputusan Ketua Pengadilan Pajak. Untuk memperolefmya. dapat 

dilihat persyaratan datam Peraturan Menteri Keuang.an Nomor 

6/PMK.Ol/2006. Dengan demikian alternatif lain apabila ada permintaan 

seperti itu maka kantor hukum yang bersangkutan dapat mengembangkan 

jaringan kepada kantor lain yang dapat beracara di Pengadilan Pajak 

Pcngadilan Pajak, dapat digolongkan berada dalam lingkungan 

Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) karena obyek sengketanya adalah 

keputusan aparat perpajaka.n. Aparat perpajakan secara strukturat dan 

organisasional pun berada di bawah Departemen Keuangan yang 

mcrupakan instansi pemerintah dan putusannya dapat dijadikan obyek 

gugatan TUN. Kenyataannya, Pasal 77 UU No.l4 Tahun 2002 menutup 

kemungkinan bagi pencari keadi1an mengajukan putusan Pengadilan Pajak 

ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. lni menunjukkan bahwa akan 

selalu ada pengecualian dalam impiementasi suatu undang-undang di 

Indonesia tennasuk Undang~Undang tentang Advokat. Tidak tertutup 

kemungkinan terdapat hambatan~hambatan lain terhadap keberlakuan 

Undang-Undang Advokat selain hambatan yuridis sebagaimana terdapat 

pada Undang-Undang PengadiJan Pajak. Hambatan Jain berkaitan dengan 

lingk:up pengetahuan dan keahlian )'l!llg bersifat spesifik. Sahab secara 

umum seorang yang berpraktek di bidang hukum dapat diklasifikasikan 

dalam dua rumpun besar yaitu praktisi di pengadilan dan praktisi dalam 

bidang hukum tertentu. 

Praktisi di pengadilan konteksnya terkait dengan mendampingi 

pi.hak yang berkepentingan dalam menjaiani pemeriksaan atau aktifitas 
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lainnya di instansi penegak hukum, tennasuk Pengadilan. Sedangkan 

praktisi bidang hukum tertentu, di identikkan dengan keahlian yang 

dimiliki untuk bidang tertentu (konsultan hukum), seperti project finance, 

pertambangan dan penninyakan serta sebagai profesi penunjang di pasar 

modal. Secara alamiah banyak kantor Pengacara yang berpraktek di 

bidang tertentu, tapi sulit menemukan yang pengalaman, kompetensi dan 

pengetahuan serta reputasinya diakui baik sebagai konsultan hukum 

maupun sebagai Pengacara. 

Dalam perkembangan global sekarang spesialisasi profesi menjadi 

lebih mengemuka, demikian juga terhadap Advokat. Sarna halnya dengan 

profesi Dokter, Advokat pun perlu adanya spesialis. Banyak lagi 

sebenarnya bidang Advokat yang perlu di spesialiskan tidak hanya tentang 

MK dan Perpajakan saja. Namun agar lebih memudahkan teknis 

pelaksanaannya setiap sarjana hukum harus mendapat ijin sebagai 

Advokat umum (yang beracara di peradilan umum) terlebih dahulu baru 

kemudian mengambil specialisnya, apakah itu Advokat di Mahkamah 

Konstitusi, pasar bursa, pajak, HAKI, Ketenagakerjaan, Kepailitan dan 

sebagainya. Agar Iebih melindungi kepentingan klien/masyarakat 

pengguna jasa hukum dan demi keteraturan ijin Advokat ada baiknya 

memang profesi Konsultan Hukum diatur pemberian kewenangan dan 

ijinnya. Pengaturan terhadap profesi Advokat memang harus menyeluruh 

dan segera, mengingat perkerilbangan yang cepat saat ini. 
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a. Untuk dapat merniliki ijin Kuasa Hukum, orang perseorangan harus 

menyampaikan pennohonan secara lertulis kepada Ketua melatui 

Seketariat Pengadilan Pajak dengan menggunakan dan mengisi formulir 

pennohonan dan memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh 

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.OI/2007. Sebagai 

pelaksanaan dari Pasal 34 Undang~Undang Nomor 14 Tahun 2002 

Tentang Pengadilan Pajak 

b. Seorang Advokat belum tentu bisa berpraktek di Pengadilan Pajak, 

kecuali memenuhi syarat~syarat untuk menjadi Kuasa Hukum seperti yang 

di tentukan dalam Pas:a134 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak. Dari hal tersebut dl atas dapat di simpulkan bahwa 

Kuasa Hukum, dalam hal ioi Advokar, menurut Undang-Undang Nomor 

18 tahun 2003 tentang Advokat tidak berlaku di Pengadilan Pajak. 

2. Saran 

a. Sampai saat in~ belum ada peraturan yang membatasi seorang kuasa 

dalam melaksana.kan hale dan kewajiban perpajakan. Juga tidak ada 

kewajiban bagi kuasa atau Kuasa Hukum untuk memiiiki brevet pajak 

Yang terpenting adalah Kuasa Hukum mempunyai pengetahuan yang luas 

dan keahHan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Hal ini bisa dibuktikan dengan ijazah formal perpajakan ataupun bukti 

tainnya yang dapat dipersamakan dengan ijazah format perpajakan. 

Sebagai rontoh : walaupun seseorang tidak memiliki ijazah fOrmal 

perpajakan, tetapi pemah bekerja lebih dari dua tahun pada divisi pajak. 

Tentunya orang tersebut dapat dikategorikan memHiki keablian di bidang 

perpajakan. Sudah saa.tnya datam Undang-Undang Pengadilan Pajak di 
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rnasukkan pengaturan yang lebih lerperinci mengenai keahlian di bidang 

perpajakan yaitu mengikuti ujian Negara untok memperoteh brevet 

pcrpajakan (AlB/C) 

b. Sudah saatnya di bentuk suatu organisasi tunggal perpajakan yang dapat 

mengetuarkan kartu izin untuk beracara di Pengadilan Pajak sehingga 

tidak terjadi kericuhan lagl mengenai Kuasa Hukum untuk beracara di 

Pengadilan Pajak seperti sekarang tni. 

c. Menurut penulis. Surat Kuasa Khusus yang dapat digantikan dengan Surat 

Tugas untuk Kuasa. Hukum Tergugatl Termohon Banding seharusnya ada 

meterai karena dalam Pasa.J 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 

tentang Bea Meterai, Surat Tugas tersebut diatas bukan sebagai salah satu 

dokumen/ surat yang dikecualikan bebas meterai. 
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KEPUTUSAN KETUA PllNGADILAN PAJAK 

Nomor: KEP- 14'1 /PP/IKH/2009 

TENTANG 
IZIN KUASA HUKUM 

KETUA PENGADILAN PAJAK, 

Menimbang : a. Membnca Sural Drs. Uidaynl Hoesni, Ale, M.M. tanggal 18 Maret 2009, yang 
diterima Pcngadilan Pajak tanggal 7 April 2009, perihal pennohonan perpanjangan 
izin ke 8 (delapan) untuk menjadi Kuasa Hpkum pada Pengadilan Pajak; 

b. bahwa ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nornor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMICOl/2007 
mengatur persyaraton untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak; 

c, bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian 1erhadap pennohonan izin untuk 
menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, pemohon sebagaimttna dimaksud 
pada hllri1f a dianggap telah memenuhi syarat~syarat yang diperlukan sesuai 
peraturan perundang-undangan; 

d. Memperhatikar. Nota Dinas Ketua Pengadilan Pajak Nomor : ND-004/PP/2008 
tanggal 26 September 2008 hal Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Pajak; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, b, c dan d 
terscbut diatas, perlu menetapkan KepUtusan Pelaksana Tugas (Pit) Ketua 
Pengadilan Pajak lcntang Izin Kuasa Hukum; 

Mengingal L Undang-undang Nomor 14 Talmn 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia TR.hWl 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4189); 

2, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat 
Pengadilan Paja.\; 

3. Keputusan Menteri Keuangan RcpUblik Indonesia Nomor 24/KMK.OI/2004 tentang 
Organisasi dan Tat a Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Mentcri Keuangan Nomor 176/PMK.OI/2-nO?; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Rcpublik Indonesia Nomor 06/PMK.Ol/2007 tentang 
Persyaratan Untuk Menjadi Kunsa Ilukum pada Pengadilan Pajak; 

5. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-002/PP/2002 tentang Tata Tertib 
Persidangan Pengadilan Pajak; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGAD!LAN PAJAK TENTANG IZIN KUASA HUKUM. 

PERT AMA : Memberik:m izin sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak kepada : 

l'lliDI:JA 
! 

KET!GA 

KEEMPAT: 

Nama 
Alamat 

: Drs. Hidayat Hoc.<ni, Ak., M.M. 
: Pcrum Citra 2 Blok C.l No.20 RT.003/012 

Kel. Pegadungan, Kali Deres 
Jakarta Barat 

: Mewajibkan kepada Kuasa Hukum sebagrumana tersebut pad a tliktum PERT AMA 
untuk mentsati ketentuan sebagaimana tliatur dalam Uhdang-undang Nomor 14 Tahun 

· 2002 tentang Pengadilan Pajak. 
Dalam.hal diktum KEDUA tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi berupa peneallutan 
Izln Kuasa Hukum. 
Ko utusan ini berlaku tintuk jan ka waktu 12 bulan terhitun se·ak tan al diteta · 
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DEPARTE:MEN KEUJ\NGAN REPUBL!K INDONESIA 
OlREKTORAf JENDERAL PAJAf'( 

D!REKTORAT KEBERATAN DAN BANDING 
32SD<'OB:525 V,JJfl 
6225138 522:ilj9 

Tc•cx . CZJ?A KPDJP lA 
Fak~omii g2_~C>f?i __ _ 

SUBAT TL)l)AS 

Nomor: ST · 1h!11 JPJ.Ol2/2009 

Direktur KeberlliM dsn Banding mcm;g;;osxa., 

t=~ngSetij:;.~·~=--= ~~GOD~;,; ~i,,, ili>~d~i~Gu~:~~i~~~~~ _-_ -~ 

~ ~~:0~~~~=- j :::~:f~~--l~~;:~::i;:;.;~-~=~- -~~---1 
untuk m.enghadiri undangan sfdang bandinglgvg::lan dan me:nberikan pnjelasan yang Ciperlukrw secara lisan 

mengenai sengketa banding/guga!an atas n<.~ma: 

No. L (~Z~hcon Ba~d[~~~~·ngg;~~-~-J=-- Kep.,;u-,~~ dib,ndtng/d[~uga; n~ "'':::;,':'"" 

1" PT Santa Fe Sup;acn Indonesia I' i<EP-:-1 5~:ii,;vPi57!8i)':f512003 ~gt ... )S'F;;i;;,;;;r:·;"'·-:_L,, t.o 

NPWP 01_051 .545.S..OS6.00J :OCC3 :.:,:ar.g !<:tlb·zr;,J.:<n al:ts SKPI\8 PPil Pasal 2otH 

:CO k<:nlvt OOO:i:'Jt'O~i0410!:CI05 tgl 26 D<Cl> 20CG 

Ha:-ill<mgga! 

waktu 

temp:1! 

Senin, 06 Juli 2009 

;:_ f<CP· U5NJPJ C•lll:m 0512008 tgl 31 .!a'l\Jbt! , ~an s d Des 

:-'006 h"n!ang l<:•;lC'C!f;otun ni;<s SKPKB Pf'lo Pasul j 
~·J thoco:1r !JOff/ :1203J0t..'CSG1C5:gl26 D<lf· 20C•rc ; 

FE I':· ;~·li>\I"'J ll!iUD C·J'2C08 !gl 13 M;Y'll :2fll·H j 
! 

v·m:.· ~ Kobv.-;,t;m 2tas :>KPKB PFt, BaU;.•_p ! 

2004 

i 
KEf'.Jh;!iNPJJ•"IIIlD.05!20\18 tgl n Ma1GI :wen I J.ms.dDe& 

lc•n1l'1·; l<GOO.-.-!',an nlas SKPKB PPN N1;w::f; 2J04 

._l ___ __j 

Pukul 09.00 WIB s.d. selesil· 

Ruang Sidang 3 r.t<ajeiJs Peng<Jdilar Pajak 

Demil•ian un!uk dirnak:lumi. 

2009 
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PT NEWMONT MINAHASA RAYA 
MENARA RAJAWALI 26TH FLOOR 

JL. MEGA I<UNINGAN lOT #5.1, KAWASAN MEGA KUN!NGAN 
J,'\KARTA 12950- INDONESIA 

PI'\O'IU No. : {G2-21) 5799-4600 j Fax Na. : (62-21) 576-14G4 

~J.lMIJSJJA~A~!l~ ../ 
SP£Cir.l. POWF!l OF ATrrmNt. r 

Nomor; !AO~!n/N':>U{jVf/09-Gl~ 

Numh::. 

T ;mgl}J-1 . 11 Juni 21109 

daft:· 

Y.mg brrti\Ud,., Mogan di !mwllu.i!lt 
Tilt tmdt~$igutd 

Nama Y::oo!l.<tP. 
Fu/f Nsm.t 

Alarnlll 
Adtirus 

Mtmu f'm;¢1twut 

AIJm~! 

/I ddt~~· 

l:lf_I\:E 
Tax/DNwnlxr 

Jam;:$ AlbNI O~icrhmp 

d/e PTNEWMONTMINAHASA RAYA 
Menara Raj.lWilli U. 26 
jl. M"i:a K11ningan Lot 115.1, Kaw&$:>1\ Meg•' Kunwg.1n 
jakarta 12950 

PT NEWMO.'\IT M!NAHASA ~AY1\ 

MMMil Rilj~wali U. 26 
}1. M~g_a KuM!1£.iln t.ll! 115.1. K<~wo~~;,n :>1"fl4 Kom.ii1!Jllfl 
Jakarli! 12.950 

lll.061.574.fl-063.000 

D~ngan ini mcmbtrik<lll kua5a khu5us deng;m h~k subslitusi k•~par;l~ Kons1.111.m Pajak Yill'lg !~rsebut d1 b~w,,h ini, 
unluk nwwakiJi PT Newmont Minaha!l<l Rayil 1lillam proses P~rmohoniln Jl~ndi.ng terh~dap K«putu~~" D••~khtr 
/tndernl dmgan No. KEP·767/WPJ.0~/200S J, 15 juli 2008 alas Pertarnbahnn Nilni M~~a juh 2007 

IJ -"·-• 
,, t! 

PT M:r.umMI !'!'~"'~ 
167JW'P!JH/20G6 dnlcd }t<~ly 1008 uj Votfu~ Adt.~,l T.1:r fi•r ffll, mm1fl1 (lj Ju(v 2001. which iul$ bee" "Ff'~D~d Wi'." a,,, lt!ll~r 
Nt~./AO'llm/NMR,I08..0n d~rtd iuly22, 1008: 

Nll!lV! J,sr~gkap 

run N~·nc 

~ 
Tax ID Numkr 

Nomwlm i4rnH Hukum 
Nil. cj!i1211!Jt .u Aua,;,q,m T«r Court 

Nomor Tam.! a Pwgerml 
)Jc,.l/fi«lliun CmJ No 

?r,rs Pun•·nnlm>!>, SaTWoko, Snmlj~}l COIUult 
Gfihmg BEl !l/..,n<><.11 Lanbi 14 
jl.J\.'I><l.SUthml.m Kav. 52..53,Jakar1J Ul'J() 

02225.6<i9 7-062000 

KEP-233/PP/IK.Ilf20ll9 

~killn Swat !(,.,w Kbuius ini dibu~l a&H <tu.at Q.!J><'reunakan ~lxn;:.i!}B~.~~tinya. 
Thi$ pvln'roJf ailamcy I;; mt16: 1!0 k :&d[w lh: l'"'f'<l>e ;;:> i•!:lu:~lr,( 

' •b 

(f'ii:H YlJOU! PRAWlR.A PAIMANTA) U A.MJ;S A.tl\ERT OSTERKAMP) 

r. 
' < 

~ 
, 
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CV. P INTU M/\8 

\>1PLEKS OUTA MERUN BLOK C 6-7 
GAJAH MAOA NO. 3-5 
:.ARTA 10130 

Yang bertanda-tangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Perusahaan 

NPWP 

Alamat 

Dengan ini memberikan kuasa kepada : 

Nama 

Jabatnn 

ljin Kuasa Hukum PP 

Perusahaan 

Alamat 

Gal'lllent l:xporrer (!f 4'Jcnt 
&Efii.IICE IS OUR BUSINESS 

SURATKUASA 

Brat:a Lukman 

Direktur 

CV _ Plntu Mas 

TELP c (021)6347728 (HUNTING) 
FAX : (021) 6334787, 6345508 

01.362.070.3-073.000 (dlh 01.362.070.3-029.000) 

Jl. Gajah Mada 3-5 
Komp. Duta Merlin Blok C6-7, 
Petojo Utara, Jakarta Pusal 

Drs. Hidajat Hoosni Ak. MM 

Partner 

KEP-144/PPIIKH/2009 

MS Taxes: 

Menara Bank Danamoo Lantai 16. 
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav ElY No. 6 
Jakarta 12950 

Untuk mendampingi dan mewakili CV. Pintu Mas (NPWP: 01.362.070.3-073.000) dalam hal 
menangani dan memberikan penjelasan sehubungan dengan Permohonan Banding PPN atas Surat 
Kepulusan Di.jen Pajak No. KEP-1061/\VPJ.06/BD.0612008 tertanggal30 Juni 2003 untukmasa 
pajak Februari 2006 

Demikian Sura.t Kuasa ini dibuat uutuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Jakll1tl, 05 September 2008 

Penerima uasa, 

' 
Tinjauan Yuridis..., Susandi, FH UI, 2009



P.T. Santa Fe Supraco Indonesia P'aza Arrinta s1h Floo1. su:1e 501. Jl. TB. SimOlupong Kov 10, Joka1lo 123\0. !ndonesto 

Surat Kuasa 

PT Samu Fe Sopra~;o !ndon;;~i;•. ;.t~a!H 

pcrusahmm yang bcralmmn di G.:dun~ ,-\minw 
PLt?.a, Lant;ti 5 Suite 501, JL TB Sim:llupang 
K:n-.l 0 ~ Jnlwrra 12310, d.:ng<m i'omor P;)kol; 
\Vnjib Pajak OL06L545.8·056.00H dalam lw! mi 
diw:dd!i olch Direktumya. Jaycsh Kmlli:r_ 
{sclanjttlnya discbut scb;:;gai "Pcmbcd Km1S~1·} 
dc11gan ini mcmberikr.n ktmsa kc-pada: 

Power of Attorney 

!' r S;m!il Fe Supmco lmlon,;sia, a company 
hadng its address at Aminta Pln7.H Gnilding, 511

' 

Floor !:5\ll. JL TB Simawpang Kav.l 0 - Jakurtn 
! ::3 l \l, ·1 u:xp<tyer Reglx!r:HiQn Number 
0Lil6L5.f5.S·056.000 in this ma!!·:r rcprcscmted 
h~ ils D,n::dor. Jay::sh Kwnt~r. (hcrcimtlicr 
rdi.:rr..:d to as ''Authorb;cr'"), hen:hy gi\•c 
ptn\-LT ol'nl1orney to: 

I. \\'imb;tnu \\'idy-alt\ll,,ku: 

t Po1111 !'arlo;;!: 

3, tvlochamad Fachri 

para Pcnasthat Hukum, dan kaufor kon..;allall 
hukum Hudiputratilo. H:~dtnu!n & Par!JtcL~ 

yang bcralamnt dl Gcdung IJtJha Efek lndc•lw'>ia 
!I, L:mwi 21 .. II, Jcndcral St1dinmm Kav .:;::- - _-; ~­

Jakorta 12190 (scla11ju111Ya di:-.cbur ~..:ha;!ai 

")lcncdtmt KIJnsa"). 

-.. Khusns---

tm!ttk bcr!imlab. untnk dan nl::s u.ama PcullJ•;ri 
Kuasa, baik ~cndiri~scndin tl!att l•crs;mw-~:mw. 
tn,-w;lkili d:w mcmpr<•scs l1:mdint;. di Ptcn;;_:HiibH 
f'njak tcrhadnp; 

Kqmtusnn Direktur Jcndcml Pajak Nmnm 
KEP·l35/WJtJ.07/BD.05l2001> tanggal H 
Jmwari 2008 mengenai kcbcratan atm; Sum! 
Kelctapan Pa,jak Kurang Uayar Paj;1k 
Penghasllan Pasal 2J No: 00071/203/04/056/06 
tauggnl 26 Desember 2006 untuk Talmn l'<1jak 
2004 dan Ieiah terdaflar pada Pen:gadilan l'<1j.1k 
deng<:.n nom or sr.:ngketa p<tjak; 12-034J07-200·t 

Untuk t1Uuan tersebut, Pcnerima Kunsa dihcrikau 
kuasa ci<-111 wewenang pcnuh untuk melaksallakilll 
scgnla tindaknn dalam mti y:mg scluas~lnasnya 
tanps ada yang dikecuuHkan, tcrmasuk wnpa 
nwmbntnsi; mcnghadap d;-m mcngurtiS bandi1tg 
putla Pcngadihul Pl\i!ik tlLHu budnn pcrodi!nn lain 
yang berwenung <11<1!:' gug:alan pajak; menghadap 

bl·in~ legal couns~.:l$ or thl" Lim- i·il'l11 nr 
ll:uiipuiJ·:mlo, Hmriuolo & l'ad1u:r·s J;,,vil:g i1~ 

a·!d1·cs.~ ;l! fiedung 13ur,;a f.l'ck !ndPnt'~ia II.::!'~ 
!"l,l(''· Jl. Jcndenl! Sudin:Kill J<:p- ) ~ 5.L 
.iakan;1 12190 (h~n.:in;,)f\cr n:ll'!n;d In a~ 
--.-\tlm·ncy~i n-frsd") 

--Sped rica fly--

111 ad lOr and on behalf of1hc /\ulhori:tcr, either 
_jmntly or lk·V¢fillly, tn n·pn::;t'U: nwl prw .. ess n11 

App,_·;d at !he Tax Coun :1gttiu;-,l. 

!h>.: l),;;,;i~;on or the Oircci(W ()cncrn! -.11' Taxc::; 
Numhn KEP-1351WPJ.lJ7/B!).05/21108 dated 31 
Jwwary 2008 regarding objection on Tax 
A!>scssmcnl ~ Underpayment Income Tax 
Arrick: 23 No: 00071/203/04/056/06 dated 26 
Dec-ember :2006 fur fiscal Year 2004 and hus 
been rcgisLcr:.>d in Tux Court under tnx dl::.puic 
number: 12-034JQ7~2Q(J4. 

1-'or lh.~ ~ll_,.)ve purpose!'. ttw ,'\Uunl<.:)~in-far:t hus 
J'u!l <lullhl;~;y and pmvers tn do every <!(.;lion:;, ln 
lhcir widest meaning. including without limiting: 
Lo appear and pmce:;s appeal before !he- 'f1uc 
C)tll"L o-r olher bodies having jurisdicllon <wcr Ia>; 
c-lnims; nppcur before CVCij' Head or Cout't nnd 
every oniciai and judges at all actittdlcwary 
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sctiap Kccua 1\:ngadilan dan sciiHJl pcjabal d;111 
hakim di scmuc1 Imdmt p..:radii<Hl. h::m;t ... ok 
s:umu:1 Pcnn<Jdihm P;1jnk, 1'cngtu;!il;lll ,•..:L·~· ri, 
Pengarlil:m Ta!n Usnha NcgHra. l'nt;!:Hlil;'l' 
·r inggi. d;m Mo1hkamah /\gun~ Rqwhhk 
ludoncsia~ mcngajukan seg;llfl penniniaan d:m 
p•::1mohomm ;'ang dipc!lubn; mcny;,mp;id;:o~t 

:>llrm-sunJt :11nu dflkwncn-d,lktlnlen: !na::::ul,l'il 
!wgala tindnkan yang dianggup p1:rlu .:kh 
1••.•nc1 imn Kt~:1sa, mcnghad::p ~ .. ·tiap in:;l!!il' i : ;1::~: 
b.:rwcnang dan mcwakili k<.·pcnting::n I\ ml··~·, i 
!<li<ISll dnlam st:!iap !lft>Scs pcngurusan !bnd:H? 
l\:mbcri Ku;1sa; rncmohon, melilwL mcHyalil~_ 

m~.:ngamb!l d:lll mcnyimp;m s..:ti:1p do!:um~·11 d;!ll 
idonna:;i yang tcrsunp<m pada .~ctLap iosLuhi 
yang hcfwcnang_; mcngajuknn kd~,-r;!LH, 

gug.:l!an, ban(littg dtln pcnin.i<HWn kcmbali >JLh 

hal scLiap kcputusan di!n kc!CI<q::m ;.·:u:~: 

tcd1<1dap-uya d01pal di!l_hllwn k.cb~.·rut;no. ,"!11;.:a1::11 

hHnding ~1tm1 pc1tinjau11JJ kcntba:i: ln,:n:;.:<l,bk;l!; 
jKrdamainn dcngan sya1ctl-:-;;- :ml! y<mt: di:1ng:::1p 
b;nk olch l'::ncrima Kua~;1: dnn md ,!,-._.,11:11;;," 
.:c_,~;~lil tindak:lll lwlwz:l dun upay;1 lwkHHI .bl.H<i 

;u!i ~clua~-lua~myn 1anpa .a.f<J yan~ dik.:d1.diL 11; 
ynng cii::mggnp p:!riU, pculing dau bcr~'.ltll.l ()!_·:~ 

Pencrlma Kunsll bcnlasnrk,m hukmn y:111:~ 

bcllil 1>u teJmw·>uk LllliH1.111 Lidak tcrbii!as ! • ..:p~hb. 
~lnt[ang-undang tncng.cnai l.:c!entu:uJ tmmm 
pcrpajakan, Pcngndilmt Pnjnk d:m hukm:1 ac:1r:1 
yrmg berfaku di Pcngndihm P:~ink. 

Pcmbcri Kunsa dcngan ini llh::njamin !)<.'n..:rlm:1 
Kuas« tcrhadap sctiap da11 scnn:.1 hi a:- ;1. 

pengciunran, kcruginn, putusnn (];Hl l\o:\\";ljibl!H· 
kewnjibnn lain, tcrmasuk lunlnlnn 1.h1ri pilmk 
kctiga yang dit.;nggung oleh P1:ncrim:1 :..:wt~·;r 

seb.:~gai akibat dml ntau s..:hubun;}ul dt'l\~;u; 
tindakmHin<h1kiln dal:1m itikad baik Pt'nerima 
Kuasa yang dilakuknn sc.suni Sural KtMS:l in I. 

Pemhcri KutJ!!Il dcng:ln 1111 mcn;m!-!g;:n;_~ 

Pencrima Kuasa terhad<ljl s:ctinp dan SL'Iil!l;! 

tun ut;m urlttrk segaltl biaya, pcngdnar;nl. 
hu~uman dan kewajiban dari sctiap pihnk kdiga 
terlwdap Pcmbcri Ku<Jsa (!C!JlLiiSllk, !;mpa 
m..:mbalasi, !tmlulan a:as pajak yrmg dit~·1;1pkm1 
olch I'cmcrintah Indone.<;ia dan/aLJ:!ll Peng_adi!an 
Pajak) sebagai nkibilt dar[ al<lll selmhuo~111 
dengnn Lindakan-tindaknn dalllm itikml !mik 
Pencrimn Kuasa yang dilakuknn sesu::i tkng:m 
Su1 at Kunsa in i. 

Sumt Kuasa ini diberikan d!!ngan hak s:ubstitusi 
dan hak retensi menurut peraturan perundang­
un.dangan yang berlnku dan Sural Kunsa ini 
berlaku unruk jangka waktu satu tahun scjak 
tanggal ditandatanganinya. 

2 

:•ndi<-'S. inclrrding ;d1 T;1;-.: Cnlll"l~. (. 'ivil Courls. 
.-\dntin!Sil;\liw C1Jifl:< ll1gh Cv11rl~. Supn:m..: 
(\--till ,.r ·h.,_• Hcpnh!ic· ,\( lr,,:o,L·-.:i, '•l .;uhmil .ill 
:;,·.:t··._-.;,r\ p"~Cliti;;l!l7» ;1;J.I I"L'tjll•~ . .;:h: .• uhmi1 kll~rs t•r 

,J.,..:tlllli.Tl~. lak~ all ;:diO!\•, tko:llll'•i ll<,.'C<.:SS:If)' by 
d1'.' .-\!hH"llc'}"*in-fac.l. app~,:;n hd(lr, .Ill .-mupciCn[ 
-11:1 !h•rit it:" and n:pn:SCIIL~ Ill:; _-\n!hnrlt.cr' s 
!lll•:rc.;~-.: a! .:\·cr; pr.•cess ,1( rl:,· A!flhoriL~r's 

.\pjk":d. lu r~qu.:st .~cc. COPY: l:1kc \1\VtlY und 

·.h•l'~' a!l documcnb :md d:\1>1 :JVailahk· m every 
, .'w,h:k'!ll bmli~s: 1n submi1 ubj-.'dlons, claims 
.!!1.1 :q1p~.:als 10 C\";;:ry a->scs:-:m .. ·nts .1:1d tlcch>ions 
11 hid1 ;·,n: suUjcct lo ,,l:icctinn. do~ 1m \.l.r a;1JX:al; 
hi 0.:\llldthl>.: SC!!lcllWIIlS dll !>.:nu.;; 11hkh !he 
·\ll.trm:y-in-facl r~gard" :1!< acc..:;··•:t!>!,-: and lo 
"lho:;wi:,_(' dtl all l.:g:-~1 :!L!i,Hb ;md \llh:krt:~k..: al! 
L·g:d rnan!ics. wiliH'IJI c:<•:!llp!iun. ;" lllily b~.: 
r,;~:1nkd :y; ncccs;:ar\. imp.,f!;:ol md u~cl'ul hy 
il1c ,-\l!;'f!k"\~in-lhcl pnrsnd,:l 1,-, <~; plh:;:hlc l<~w~ 

;11od J,·;;ulnwm~. in.:lu.Jiu:::.. "illomn liwiling. !he 
i:m ~ "il 1;1:\ ?!'OCCdur.:. !'ax i ';;>Ill! ;111,1 jll\lCCduml 
!.1;~-. :111·i rc~:t:lnlinn;, applicahk a! !h,• T:::.: Court. 

Tfte- :\uthori;.o:~r hereby indeU!Illl~' Ancr.--:cy~in-f:tcl 

;1~ain:.: ;my and ;~II cost. cxp~!bC, dm1wgcs, 
judgnh:nl or orltcr linhillly. inc.!udin~ claim fi"om 
r!1ird pany. incurred by :h::: Aliorm:y.in~l~lct as a 
JL<st!l! of nr 1'11 conneclio11 with good faith actions of 
,\w·,rn..:~-in-l;lcl p'Ji.~Willl ln rhi.~ P<)Wcr nf 
:\lti11l10:V. 

Tlw ;\:!lhnri%cr htrchy hnld Alrn.-ney-ln-f<~cl 

hannk~.~ ngalnsl any and :!II daims !fx :1ny costs:, 
t•xp..:n.-.:.:s, p:.:nal!lc.) and !iabililics fwm uny thirJ 
IXlrtY against Lhc Authncizcr (including but not 
limt!cd lP claims fo.r taxes asses!;cd by the 
lndunesh1:1 CiO\'ernmcnt und/nr lhc T;;x Com!) as 
a rt'sul! of or in connection with good fnith 
action;; nt' Allornc:y-in-fact pursuant !o this 
!'ower nr 1\tlorncy. 

This flov.-.::r of Altomey is given v.·l!h thl': right Qf 
substitution <lnd the rig.hr of retention, pursmm( 
to app!icublc laws and regulations and this 
Power nr Attorney is valid for one year after ils 
slgn<JtUie. 
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l'cmberi Km1sH deng<111 :n1 mcw.:ttllW d:m 
mc~1gnkui sc!lap tiJidlllmn y:mg, di!akul-w;l t)kh 
P'-•ncrima Kunst~ atau suhslttt-:inya. h~Crda-;;Jrkalt 

sum! knnsa ini. 

l:mggni/U;:It.!: JO Jammry 2009 

untuk dan t~tas nama/rt,r an on bc!wlf or 
PT Santa Fe Sup1·acu Indonesia 

Okh/By 
Nama/Name 
Jabat<m!Po~il lo11 

: J:tycsh Kum.u 
; Dircklm 

l't:u•·l·im a Ktta:m/ A 1 tontcy-i n-E1d 

\\·jn,banu Widy:nmoko 

M•Jthamad Fachri 

J 

'! !t.; t\\.l:wrv.cr hcr;.:b.! ;u.:..:>.:fl! and :l,·l.~am'i..:dg...: 

:1ll :H;Is undertaken by the :\lhHI'H::-ill·fa..:l nr hi~ 
~Hh.;;tihtlc:-. p\ll'SII11HI 1oth1~ P1nn~r "r Anomcy. 

Tinjauan Yuridis..., Susandi, FH UI, 2009




